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ABSTRAK

Nurfatia Patuke, NIM : E1118016 mengangkat judul penelitian ”Pengaruh
penerapan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa (Studi Penelitian
Kantor Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato)”.

Metode analisis data yang digunakan untuk membuktikan hipotesis adalah;
uji validitas, releabilitas regresi sederhana, kolerasi dan uji signifikan, Tujuan
penelitian yang dilakukan adalah; Untuk melakukan analisis pengaruh Penerapan
Pengawasan APIP terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa (Studi
penelitian Kantor Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato). Hasil olahan
data diperoleh nilai koefisien variabel (b) sebesar 0,685 atau 68,50%. Artinya,
pengaruh pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri
dari sepuluh (10) indikator terhadap kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Desa
Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato bersifat positif sebesar 68,50% dan ini
menjelaskan, bahwa pengaruh tersebut masuk dalam

Kata Kunci : Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Keuangan

The research objective is to analyze the effect of the supervision
implementation of the Government Internal Supervisory Apparatus on the financial
reporting quality of village government (a study of All Village Offices in Marisa
Subdistrict in Pohuwato District). The data analysis methods used to prove the
hypothesis are validity, reliability, simple regression, correlation, and significance
tests. The results of the processed data obtained, the value of the variable coefficient
(b) is 0.685 or 68.50%. It means that the effect of the supervision of the Government
Internal Supervisory Apparatus consisting of 10 (ten) indicators on the financial
reporting quality of all village governments of Marisa Subdistrict in Pohuwato
District is positive, namely at 68.50%. It explains that the effect is strong and
significant.

Keywords: supervision and reporting, financial performance
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun
2007 tentang organisasi dan tata kerja pemerintah daerah, maka berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 tahun 2008 tentang organisasi
perangkat daerah, terbentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten
Pohuwato. Awal berdirinya SKPD Inspektorat Daerah (ITDA) ini diawali dari
Badan Pengawas Daerah yang disebut BAWASDA Tahun 2003 yang dipimpin oleh
seorang Inspektur dan seorang KTU, Bagian tata usaha terdiri dari sub bagian
keuangan, sub bagian perencanaan, administrasi, evaluasi dan pelaporan dan tiga
bidang terdiri dari bidang pengawasan pemerintahan dan aparatur dan dua sub
bagian, bidang pengawasan pembangunan dan dua sub bagian, dan bidang
pengawas keuangan dan aset dan dua sub bagian serta jabatan fungsional sebagai
cikal bakal berdirinya ITDA Kabupaten Pohuwato. Badan Pengawas Daerah
Kabupaten Pohuwato berdiri sejak terbentuk Kabupaten Pohuwato sebagai hasil
pemekaran dari Kabupaten Boalemo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Goro

ntalo. Pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato
Nomor 1 Tahun 2005 terbentuklah Organisasi Tata Kerja (OTK) Inspektorat

Daerah Kabupaten Pohuwato.



Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato menyusun Laporan Akuntansi
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka mewujudkan sistem
administrasi pemerintahan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan
pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal efektif dan profesional.

Salah satu bentuk tugas utama inspektorat adalah melaksanakan
pengangawasan. Hal ini dimaksudkan demi mengoptomalkan pengelolaan
keuangan instansi. Salah satu sasaran utamanya adalah kualitas pengelolaan
keuangan desa, dimana sampai sekarang belum menunjukkan suatu kinerja yang
baik. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai bentuk pelanggaran atau
penyelewengan dalam penerapannya. Dengan demikian kualitas pelaporan
keuangan desa masih sangat rendah, bahkan boleh dikatakan sejak satu dasawarsa
tidak ada peningkatan yang signifikan. Melihat fenomena tersebut, maka
diperlukan suatu sistem pengendalian yang tepat. Pusdiklatwas BPKP (2009 : 12),
menjelaskan bahwa unsur kegiatan pengendalian yang dapat diterapkan pada
berbagai tingkat organisasi atau semua instansi pemerintah meliputi; a) melakukan
reviw terhadap porestasi kerja pada instansi pemerintah, b) melakukan pembinaan
untuk pengembengan pada sumber daya manusia yang dimiliki, ¢) melakukan
tindakan pengawasan terhadap pengelolaan sistem informasi tersedia, d)
melakukan pengawasan terhadap fisik dan aset, €) melakukan penetapan dan reviw
terhadap indikator dan ukuran kinerja, f) melakukan pemisahan tehadap fungsi-
fungsi yang ada, g) mendukung adanya otorisasi atas transaksi dan kejadian yang
penting, h) melakukan pencatatan yang akurat serta tepat waktu atas transaksi dan

kejadian yang ada, i) Akuntabilitas terhadap sumber daya serta pencatatannya



sekaligus, j) melakukan dokumentasi secara baik atas sistem pengawasan intern
serta transaksi dan kejadian penting yang terjadi.

Penerapan unsur atau indikator pengendalian atau pengawasan yang akan
berdampat terhadap kualitas laporan keuangan termasuk kulitas pelaporan
keuangan desa. Hal ini dapat dilihat pada pembinaan SDM dan pemisahan fungsi.
Pembinaan SDM akan mengalami kendala yang disebabkan karena masih adanya
aparatur yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensi keilmuannya masing-
masing. Di samping itu para auditor mengalami kesulitan dalam menjalankan
fungsinya karena pemisahan fungsi yang belum jelas. Artinya tidak maksimalnya
salah satu unsur sistem pengendalian manajemen akan berdampak terhadap kualitas
laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdiri dari empat karakteristik
sebagai prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah
dapat memenuhi kualitas yang diinginkan, vyaitu; relevan, andal, dapat
dibandingkan dan dapat dipahami.

Adanya pemisahan fungsi yang belum jelas yang mengakibatkan tidak
maksimalnya salah satu unsur sistem pengendalian intern yang akan berdampak
negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, inspektorat daerah di bawah
naungan kepala daerah sampai ketingkat paling bawah yaitu pemerintahan desa
merupakan wilayah tugas dan tanggung jawabnya, dengan demikian independensi
personal atau para auditor dari inspektorat sangat terbatas termasuk dalam hal ini

pengawasan terhadap penyusunan pelaporan keuangan negara termasuk dalam



penerapannya tidak dapat mencapai hasil yang efektif sebagaimana tupoksi utama
yang diamanakkan sebagai fungsi pengawasan penerapan dan penyusunan
pelaporan keuangan instansi public (pemerintah) termasuk pengelolaan keuangan
desa yang berimplikasi terhadap kualitas pelaporan keuangannya.

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan dasar atau tolok ukur
untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan peranan Pengawasan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di antaranya. Risikiyanto Tantu (Analisis
persepsi auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pohuwato). Lusy Oktaviana, Surya Raharja
(Pengaruh kepemimpnan, kapasitas fungsi akuntansi, peran APIP terhadap kualitas
pelaporan keuangan). Komang Widyarini, dkk (Pengaruh Prosedur, Pendidkan,
Tekanan dan Anggaran Reviu pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (Studi Penelitian APIP Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota di Bali).
Engelita O Kneefel, dkk (Pengaruh Kode Etik APIP terhadap kinerja auditor
pemerintah pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara).

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul
penelitian; ”Pengaruh penerapan pengawasan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa
(Studi Penelitian Kantor Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato)”.
1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang
dikemukakan, yaitu; Apakah Penerapan Pengawasan Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap



kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa (Studi penelitian Kantor Desa

Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato).

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada instansi penerintah desa (Studi penelitian
Kantor Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato) dimaksudkan untuk
mengumpulkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.
1.3.2. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan
penelitian yang dilakukan adalah; Untuk melakukan analisis pengaruh Penerapan

Pengawasan APIP terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa.

1.4. Manfaat Penelitian
Berbagai manfaat yang dapat dipetik dari hasil penelitian yang dilakukan
adalah sebagai berikut :

1. Untuk praktisi; yaitu sebagai bahan masukan tentang Penerapan Pengawasan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengaruhnya terhadap
kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa (Studi penelitian Kantor Desa
Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato).

2. Untuk akademisi; yaitu sebagai bahan rujukan bagi seluruh sivitas akademik
khusus Universitas Ichsan Gorontalo (mahasiswa maupun dosen).

3. Untuk penelti; yaitu sebagai pembuktian teori-teori yang diperoleh dari bangku

kuliah dan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Akuntansi

Secara umum akuntansi dapat di definisikan sebagai suatu proses
pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang
memungkinkan pembuatan kebijakan dan keputusan oleh pemakainya. (L.M.
Samryn, 2002).

Kemudian Zaki Baridwan (2000:1), Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa.
Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat
keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan
keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif dari suatu keadaan.
Selanjutnya Al. Haryono Yusup (2005:5), mengatakan bahwa Akuntansi adalah
suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan
data keuangan dari suatu organisasi.

Pada Accounting Principle Board (APB) yang disadur Halim (2001 : 164)
memiliki padangan tentang akuntansi dari dimensi fungsinya adalah : merupakan
suatu aktivitas atau kegiatan dalam bentukjasa. Sedangkan fungsinya yaitu
memberikan informasi secara kuantitatif, khususnya dalam bentuk keuangan,
tentang entitas di bidangan ekonomi dan hal ini diharapkan dapat bermanfaat
terhadap pengambilan suatu keputusan di bidang ekonomi dalam membuat berbagai
alternative atau pilihan-pilihan melalui nalar di antara dari berbagai alternatif atau

pilihan-pilihan arah dalam melakukan tindakan.



Suwardjono, dalam Ulum (2005 : 2), Akuntansi merupakam : suatu seni
dalam melakukan kegiatan pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi
dan kejadian yang memiliki sifat keuangan melalui cara yang berdaya guna dalam
ukuran satuan uang, dan menjelaskan hasil daripada proses tersebut.

Dari definisi tersebut di atas maka dapatlah dikatakan bahwa akuntansi
adalah merupakan suatu kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan,
pelaporan, dan penganalisaan data keuangan dari suatu organisasi, kegiatan
pencatatan dan penggolongan adalah proses yang dilakukan secara rutin dan
berulang-ulang setiap kali terjadi transaksi keuangan, sedangkan kegiatan
pelaporan dan penganalisaan biasanya hanya dilakukan pada waktu-waktu
tertentu, kemudian berkembang berbagai ilmu akuntansi seperti akuntansi
keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, pemeriksaan akuntansi,
akuntansi pemerintahan, dan sistem informasi akuntansi yang saling terkait dalam
implementasinya.

2.1.1. Akuntansi Keuangan Daerah

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat
dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem
akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian interen yang lemah dan pada
akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan
untuk pembuatan keputusan.

Selain sistem akuntansi yang handal, dalam rangka pelaksanaan otonomi
daerah dan desentralisasi, maka diperlukan Standar Akuntansi Keuangan

Pemerintah Daerah atau secara lebih luas Standar Akuntansi Sektor Publik.



Akuntansi Keuangan Daerah, dalam Halim (2002 : 35), merupakan suatu
proses dalam melakukan identifikasi, melakukan pengukuran, melakukan
pencatatan, serta melakukan pelaporan transaksi ekonomi dalam bentuk keuangan
pada suatu daerah atau wilayah tertentu (baik propinsi, kabupaten, dan maupun
kota) yang dijadikan sumber suatu informasi dalam rangka pengambilan suatu
keputusan yang terkait tentang ekonomi oleh siapa saja yang memerlukan atau
membutuhkan.

Jones & Pendlebury menurut Ulum (2005 : 6), menguraikan tentang sektor
publik agar dapat dimengerti dan dipahami lebih jauh apabila dihubungkan dengan
makna akuntan publik. Di Amerika Serikat mengenai akuntansi publik ini
diperuntukkan bagi para akuntan swasta yang melakukan berpraktekum untuk
kepentinga masyarakat atau publik, sementara itu di Inggris akuntansi publik
tersebut sebagai akuntan beroperasi untuk instansi pemerintah.

Salah satu bidang sebagai perwujudan otonomi daerah atau otonomi wilayah
sebagaimana yang tertuang di dalam UU No. 32 tahun 2004, tentang akuntansi
keuangan daerah atau akuntansi public sebagai salah satu bagian akuntansi sektor
publik yang menjadi perhatian utama dari semua pihak sejak babak reformasi tahun
1998. Sistem akuntansi keuangan publik yang terdiri dari kegiatan pencatatan,
kegiatan penggolongan, kegiatan penafsiran, kegiatan peringkasan transaksi atau
kejadian dalam keuangan dalam menjalankan pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi

yang dapat diterima dengan baik secara umum.



Akuntansi Keuangan Publik atau Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebagai
bagian dalam akuntansi sektor publik atau akuntansi di bidang pemerintahan,
sehingga pada akuntansi keuangan daerah meliputi berbagai suatu proses
pengidentifikasian, proses pengukuran, proses pencatatan, serta proses pelaporan
transaksi-transaksi atau kegiatan-kegiatan dalam ekonomi yang terjadi pada
instansi pemerintah daerah yang dilakukan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang

dapat diterima secara umum. Berikut ini siklus akuntansi seperti Gambar berikut.

Gambar 2.1
siklus akuntansi
NPUT PROSES OUTPUT
[
' Laporan
Bukti > Jurnal —/ Buku —
Keuangan
Besar
N Buku
Pemba
ntu

Dari gambar di atas, menurut (Sugiri, 2001:13) dalam Abdul Halim
(2001:43), dapat dijelaskan, bahwa yang dimaksudkan dengan istilah siklus
akuntansi yakni :

a. Melakukan atau membuat dokumentasi mengenai transaksi keuangan disertai
dengan bukti serta melakukan analisis terhadap kegiatan atau transaksi

keuangan bersangkuntan.
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o

. Melakukan pencatatan terhadap kegiatan atau transaksi keuangan dalam bentuk
buku jurnal dan pada proses ini biasa disebut menjurnal atau melakukan
penjurnalan.

c. Resume atau melakukan peringkasan, ke dalam bentuk buku besar, transaksi-
transaksi atau kegiatan-kegiatan terhadap keuangan yang sudah di jurnal biasa
atau umumnya disebut posting.

d. Menetapakn dalam bentuk saldo-saldo buku besar pada setiap akhir periode dan
dan dituangkan dalam bentuk neraca saldo.

e.  Melakukan penyesuaian dalam bentuk buku besar yang bersumber dari
informasi yang up-to-date.

d. menetapkan atau menentukan saldo-saldo buku besar setelah dilakukan
penyesuaian dan biasanya terutuang dalam bentuk Neraca Saldo Setelah
dilakukan Penyesuaian.

f. Melakukan penyusunan laporan keuangan yang bersumber dari Neraca Saldo
Setelah dilakukan penyusunan.

g. Nmelakukan penutupan dalam bentuk buku besar.

h. Menetapkan atau menentukan saldo-saldo dalam buku besar dan dituangkan

dalam neraca saldo setelah tutup buku.

Dalam sistem akuntansi keuangan daerah mencakup tiga sub sistem sebagai
berikut:

a. Sub Sistem Akuntansi Umum
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Sub sistem akuntansi umum merupakan bagian sistem akuntansi keuangan
daerah yang menampung seluruh aktivitas keuangan yang dijalankan oleh
pemerintah daerah. Sub sistem ini dijalankan oleh Biro keuangan untuk
pemerintah provinsi dan bagian  keuangan untuk pemerintah daerah
kabupaten/kota.
b. Sub Sistem Akuntansi Kas Daerah
Sub sistem akuntansi kas daerah merupakan bagian sistem akuntansi keuangan
daerah yang menampung aktivitas keuangan daerah penerimaan dan pengeluaran
kas.
c. Sub Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran
Sub sistem akuntansi pengguna anggaran merupakan bagian dari sistem
akuntansi keuangan daerah yang menampung aktivitas keuangan daerah yang
dilakukan oleh setiap pengguna anggaran.
Dari tiga sub sistem akuntansi keuangan daerah tersebut, dapat digambarkan
sebagai berikut.

Gambar 2.2
Sub Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dokumen
Unit Pengguna Kas Daerah Biro/Bagian
Sub. Sistem Sub Sistem Sub Sistem

Laporan Laporan Laporan
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2.1.2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi Keuangan Publik atau Akuntansi Keuangan Daerah sebagai salah
satu model akuntansi, oleh karena itu pada akuntansi keuangan publik atau
akuntansi keuangan daerah yang melakukan suatu rangkaian proses dalam
pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi
tentang aktivitas ekonomi yang terjadi pada instansi pemerintah daerah (provinsi

dan kota/kabupaten).

Menurut Abdul Halim (2004:38), mengemukakan bahwa Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah sebagai berikut :
a. Sistem Pencatatan

Sistem atau proses pencatatan yang dipakai pada akuntansi sektor publik atau
akuntansi di lingkungan instansi pemerintah erpakan suatu proses double entry,
double entry terkadang disebut dengan istilah sistem atau prosaes tata cara
pembukuan yang berpasangan. berdasarkan sistim atau metode ini, yang dasarnya
merupakan suatu kegiatan transaksi di bidang ekonomi yang akan dilakukan
pencatatan sebanyak dua kali. Kegiatan pencatatan dengan sistem atau metode ini
dikenal dengan suatu istilah melakukan penjurnalan. Pada kegiatan pencatatan
bersangkutan terdapat dua sisi atau bagian yaitu sisi debet dan sisi kredit, pada
setiap kali dilakukan pencatatan diharuskan tetap menjaga keseimbangan
persamaan dasar-dasar akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi tersebut

dapat digambarkan sebagai berikut :
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Aktiva+Belanja = Utang + Ekuitas Dana + Pendapatan

Sebuah transaksi atau kejadia yang dapat mengakibatkan terjadinya
peningkatan pada aktiva dapat dicatat atau dimuat pada sisi atau kolom debet
sementara itu yang dapat mengakibatkan suatu penurunan terhadap aktiva akan
dicatat atau dimuat pada sisi atau kolom kredit, sedangkan kebalikannya dapat
dilakukan terhadap utang, ekuitas dana, serta pendapatan. Seandainya dalam
transaksi dapat menyebabkan bertambahnya atau meningkatnya utang, maka
pencatatan tersebut dapat dilakukan atau dimuat pada sisi atau kolom kredit,
sementara itu seandainya dapat menimbulkan berkurangnya pada utang, maka
pencatatan dilakukan atau dimuat pada sisi ataupun kolom debit dan begitu juga

perlakuannya terhadap pos ekuitas dana serta pendapatan.

Tabel 2.1
Pencatatan Sistem Double Entry
Kode Debet Kredit
Tol Rekening Uraian Ref (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
4xxxxx1010 | Kas 1.350.000 0
1
Ekuitas dana atau R/K Pemda 1.350.00
BEXXXXXXX1 0
12 | 2xxxxxx206 | Belanja Pakaian Dinas 1.000.000 0
1
Kas (aktiva) 1.000.00
AXXXXXX10 0

b. Pengakuan/Basis Akuntansi
Setelah mengerti mengenai sistem, maka hal yang sangat mendasar untuk
dilakukan adalah pengakuan. Dimaksud dengan pengakuan dalam IAS

Framework, dalam Halim (2004 : 38), yaitu sutu pembrosesan memasukkan ke
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neraca atau psosisi laporan dan atau laporan rugi laba (dalam konteks akuntansi
sektor publik disebut dengan istilah laporan surplus defisit).

Sementara menurut Standar Akuntansi Keuangan, pengakuan ini merupakan
suatu proses pembentukan pos-pos yang dianggap memenuhi definisi unsur-unsur
serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam Paragraf dalam neraca atau
laporan laba rugi. Kriteria pengakuan yang dimaksud tersebut terbagi menjadi 2
bagian yakni kemungkinan manfaat ekonomi yang memiliiki hubungan dengan pos
tersebut akan mengalir dari dan ke dalam entitas dan Pos tersebut memiliki nilai
atau cost yang dapat diukur dengan andal atau secara akurat.

Dasar akuntansi yang serinbg digunakan pada akuntansi keuangan daerah
diantaranya adalah :

1. Basis Kas.
Basis kas menentukan, bahwa suatu pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi
hanya dapat dilakukan jika transaksi itu mengakibatkan perubahan pada kas.
Apabila suatu transaksi tidak menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi
tersebut tidak dicatat.

2. Basis Akrual
Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut akan terjadi (bukan hanya pada
saat kas atau setara kas tersebut diterima ataupun dibayar). Oleh sebab itu,
transaksi dan peristiwa/kejadian tersebut akan dicatat dalam catatan akuntansi
dan diakui atau diterima dalam laporan keuangan pada periode yang terjadi.

c. Standar dan Prinsip Akuntansi
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Standar dan prinsip akuntansi merupakan suatu norma atau aturan dalam
penerapam Yyang dapat diterima kebenarannya oleh profesi, dunia bisnis, dan
instansi pemerintah yang memiliki pihak-pihak yang berkepentingan dengan
laporan keuangan tersebut. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita pihak
pemerintah telahh menetapkan secara resmi dan jelas tentang standar akuntansi
yang terkait dengan sistim pemerintahan yang berlaku dan selanjtnya disebut
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kemudian standar tersebut dituangkan
dalam bentuk atau istilah standar akuntansi pada sektor atau instansi pemerinta atau
publik yang kemudian dimuat dalam bentui rumusan secara terperinci setia bagian-
bagian dalam standar akuntansi tersebut.

SAP dirumuskan oleh komite standar akuntansi pemerintahan juga
menerbitkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan
buletin teknis. Standar akuntansi yang diturunkan dari kerangka konseptual dengan
mempertimbangkan  kebutuhan yang dapat mendukung terwujudnya good
governance sebenarnya. Tiga prinsip utama yang mendasari prinsip good
governance adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Laporan keuangan
pemerintah disusun dengan berpedoman pada standar akuntansi yang menetapkan
prinsip uniformity memudahkan agenda partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Untuk kebutuhan akuntabilitas, para pengguna laporan keuangan terutama
mengandalkan perbandingan aspek-aspek khusus pemerintahan dari pada sekedar
mengevaluasinya menyeluruh. prosedur dan praktik yang beragam akan

menimbulkan kesulitan ketika para pengguna berniat melakukan perbandingan.
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Kemudian Mohammad Mahsun, dkk (2006:178-179), berikut ini Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah meliputi :
1. Alur Perkiraan Standar yang Seragam

Sebuah perkiraan yang dipakai pada unit akuntansi dan mata anggaran
operasional anggaran dan penerapan anggaran sama baik itu dalam bentuk
klasifikasi akan tetapi istilah ini dapat memastikan, bahwa suatu anggaran serta
laporan realisasinya memakai istilah yang pada dasarnya sama, serta
meningkatkan kemampuan sistem akuntansi untuk menjadi sumber informasi
tentang laporan yang relevan, berarti, serta dapat diandalkan atau terpercaya.

Sistem Akuntansi  Keuangan Daerah, yang kemudian dinamakan
SIAKD, merupakan suatu rangkaian prosedur secara manual maupun dengan
sistem komputerisasi mulai dari pengumpulan data tersebut, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan daerah yang bersangkutan.

Alur dalam perkiraan standar dan pemberian kode perkiraan mutlak atau
sangat penting untuk kemudian menjadi suatu pedoman dalam suatu kegiatan
atau penyelenggaraan pencatatan akuntansi itu sendiri. Sehingan dengan
adanya suatu standarisasi perkiraan berikut yang memiliki kode dimana
kodenya tersebut lebih memungkinkan perlakuan akuntansi yang sifatnya
seragam dan tetap konsisten dengan demikian akan lebih mempermudah
dalam proses kegiatan penyusunan laporan keuangan serta kiatan konsolidasi

pada tingkat daerah maupun pada ditingkat pusat.
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Untuk dapat memenui/mendapatkan sebuah kebutuhan bersangkutan,
maka dapat dikelompokkan ke dalam suatu perkiraan yang selain berdasarkan
pada suatu sistem penganggaran yang lama, yakni setiap Mata Anggaran
Penerimaan, maka keseluruhan aktivitas atau kejadian keuangan pada instansi
pemerintah daerah mutlak dapat dilakukan perincian yang berdasarkan
organisasi tersebut, dengan demikian akan muncul fungsi serta klasifikasi atau
pengelompokan ekonomi. Di sisi lain agar dapat secara konsisten dengan
penerapan sistem perencanaan strategik tersebut seperti yang dimaksud dalam
Impres No. 7 tahun 1999 mengenai suatu laporan Kkinerja instansi pemerintah,
maka klasifikasi rekening pun juga harus mampu dilakukan perincian hingga
dapat dengan jelas menggambarkan program dan aktivitas setiap entitas
akuntansi.

2. Sistem (Proses) Pencatatan Pembukuan Berpasangan (Double Entry)

System atau proses kegiatan pencatatan yang sering digunakan dalam
akuntansi keuangan daerah adalah sistem pembukan berpasangan, suatu
pencatatan yang dilakukan secara berpasangan kadangkala juga dikatakan
dengan istilah sistem atau metode tata pembukuan yang berpasangan.
Berdasarkan cara pencatatan pembukuan berpasangan ini, pada prinsipnya
merupakan suatu proses transaksi di bidang ekonomi dan akan dilakukan
pencatatan sebanyak dua kali. Pencatatan yang menggunakan seperti sistem atau
metode ini sering disebut disebut istilah atau kegiatan menjurnal. Pada kegiatan
pencatatan ini terdapat dua sisi atau bagian yaitu bagian debet dan bagian kredit,

setiap melakukan kegiatan pencatatan mutlak harus tetap menjaga yang
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namanya keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan atau formulasi

dasar-dasar akuntansi yakni :

Aktiva + Belanja = Utang + Ekuitas Dana + Pendapatan

Suatu transaksi yang dapat mengakibatkan meningkatnya aktiva dapat

dimuat atau dicatat pada sisi atau kolom debet sementara itu yang dapat

menimbulkan suatu berakibat kurang atau menurunya aktiva akan dimuat atau

dicatat pada sisi atau kolom kredit.

Tabel 2.2
Sistem pencatatan double Entry
Kode Uraian Debet Kredit
Tol Rekening Ref | (Rp.) (Rp.)
1) 2) 3) 4) ) (6)
oL 499999101 | | o 9.000.000 0
Ekuitas dana atau
677777771 R/K Pemda 9.000.000
255555520 | Belanja Pakaian
2) |61 Dinas 8.500.000 0
44444410 Kas (aktiva) 8.500.000

3. Basis Akuntansi (Pengakuan/Dasar)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, dasar merupakan suatu proses

pembentukan yang merupakan pos yang dapat memenuhi syarat dengan definisi

tentang unsur-unsur serta syarat atau Kkriteria dalam pengakuan dalam laporan

keuangan dalam neraca neraca dan laporan rugi laba. Persyaratan atau kriteria
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untuk mendapat pengakuan tersebut di bagia dalam dua kemungkinan adalah :
1). Terdapat suatu kemungkinan, bahwa manfaat dibidang ekonomi yang
memiliki hubungan yang dikatan dengan pos akan mengalir ke dalam yang
disebut entitas; 2). Pos tersebut memiliki suatu nilai ataupun cost yang
dimungkinkan untuk dilakukan pengukuran secara tepat dan dapat diandalkan.
Selanjutnya IAS Framework, dalam Halim (2004 : 38), bahwa pengakuan
merupakan proses ataupun kegiatan memasukkan ke neraca atau laporan laba
rugi (dalam konteks akuntansi sektor publik disebut laporan surplus defisit).

Pada umumnya yang menjadi dasar-dasar dalam akuntansi yang sering
digunakan dalam akuntansi keuangan daerah atau akuntansi keuangan publik
meliputi :

a. Dasar atau Basis Kas, memutuskan, bahwa suatu pengakuan/pencatatan
transaksi kegiatan ekonomi hanyalah dapat dikerjakan jika kegiatan
transaksi itu dapat mengakibatkan suatu perubahan dalam kas. Jika suatu
transaksi tidak menyebabkan suatu perubahan terhadap kas, maka transaksi
itu tidak dapat dicatat. Basis kas untuk suatu laporan realisasi anggaran
merupakan suatu bukti, bahwa pendapatan sudah dapat diakui atau disahkan
pada waktu kas tersebut diterima di dalam rekening kas umum
negara/daerah dan atau oleh entitas laporan dan belanja dapat diakui saat
kas telah dikeluarkan dari sebuah rekening kas umum negara/ daerah atau
entitas pelaporan. Entitas laporan tidak dapat memakai istilah laba atau
keuntungan. Dalam menentukan sisa pembiayaan suatu anggaran baik itu

berlebih ataupun maupun itu berkurang pada tiap periode tergantung dari
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pada selisih antara realisasi penerimaan anggaran dan pengeluaran
anggaran.

b. Basis Akrual, merupakan suatu dasar daripada akuntansi yang mengakui
transaksi serta kejadian lainnya pada waktu terjadi transaksi dan kejadian
itu terjadi. Oleh sebab itu, transaksi ataupun kejadian dapat dimasukkan ke
dalam catatan akuntansi dan hal tersebut diakui dalam laporan keuangan

pada periode yang bersangkutan.

2.2. Pengawasan atau Pengendalian

Dalam bahasa sehari-hari pengendalian ini lebih umum disebut sebagai suatu
pengawasan atau controlling. Pengendalian merupakan salah satu fungsi
manajemen yang memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya dengan fungsi
manajemen lainnya dalah suatu organisasi atau perusahaan.

Robbins dan Coulter 1999 dalam Amirullah, dkk (2004 : 298) mengartikan
pengendalian sebagai suatu proses membantu kegiatan-kegiatan untuk memastikan
bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan
proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

Stoner, dkk dalam Amirullah (2004 : 298), mendefinikan pengendalian
manajemen sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya
sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

Sementara Robert J. Mokler dalam Amirullah ( 2004 : 298) memberikan
pengertian dari pada pengawasan meliputi beberapa langkah. Pengawasam dapat

diartikan merupakan usaha secara sistematik untuk dapat menetapkan suatu standar
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prestasi melalui sasaran perencanaan, dalam melakukan rancangan terhadap sebuah
sistem umpan balik informasi, melakukan perbandingan antara prestasi aktual
dengan standar yang telah ditentukan, untuk dapat menetapkan bahwa terdapat
penyimpangan atau perbedaan melakukan mengukur signifikansi atau kelayakan
suatu penyimpangan, serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk
dapat menjamin bahwa semua sumber daya instansi yang digunakan secara lebih
efisien dan efektif guna mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang telah
ditetapkan.

Untuk auditor intern pada instansi pemerintah dibuat sebuah model untuk
dapat membantu atau menolong para pimpinan mulai pada tingkat tertinggi
presiden, menteri, kepala lembaga pemerintah non departemen sampai pada tingkat
pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, untuk itu standar audit APIP yang
dilakukan BPK tidak hanya dialihkan untuk dikerjakan oleh APIP (BPKP, 2008 :
35).

Auditor yang bekerja di lingkungan sektor publik atau instansi pemerintah
selain dituntut untuk dapat memenuhi ketentuan atau ketetapan dan peraturan
tentang kepegawaian sebagai seorang ASN, maka juga dituntuk dapat mentaati
yang terkait dengan kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan
begitu pula pada Standar Audit APIP (BPKP. 2008 : 1).

Pada setiap ada penugasan bagi audit. Seorang auditor harus mampu
menyususn suatu rencana audit secara matang. Rencana audit tersebut sangat
diperlukan dalam menjamin atau memastikan, bahwa suatu tujuan audit dapat

dicapaiu secara efisien dan efektif. Untuk dapat melakukan perencanaan auditnya
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masing-masing, maka seorang auditor harus menetapkan sasaran, ruang lingkup,

metode serta pengalokasian sumber daya yang tersdia.

BPKP sebagaimana yang terdapat dalam modul Penyusunan Program Kerja

Auditor (2014 : 1), menguraikan dengan jelas tentang penyusunan Program Kerja

Audit (PKA) memiliki beberapa tujuan dan manfaat berikut :

1. Sarana penuugasa kepada tim audit,

2. Sarana pengawasan selama pelaksanaan dengan sistim berjenjang dimulai dari

pada ketua tim sampai dengan kepada pengandali mutu/kualitas,

3. Pedoman kerja berupa pegangan terhadap auditor.

4. Landasan atau dasar untuk dapat membuat ihktisar/ringkasan dari pada hasil

audit,

5. Memiliki sarana yang jelas untuk mengawasi mutu audit/kualitas.

Dalam PP RI No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah pasal 3 dua hal :

1. SPIP tersebut terdiri pada unsur :

a.

b.

e.

Lingkungan pengendalian

Penilaian risiko

Kegiatan/aktivitas pengendalian

Suatu Informasi dan komunikasi yang digunakan harus jelas dan

Pemantuan pengendalian intern.

2. Penerapan atau aplikasi unsur-unsur daripada SPIP seperti yang dimaksud

dalam ayat 1 dilaksanakan secara menyatu dan menjadi elemen integral dari

kegiatan instansi pemerintah atau lembaga pemerintah.
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Pusdiklatwas BPKP (2009 : 7) menguraikan isi Peraturan Pemerintah No. 60
tahun 2008 pasal 4, yakni mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk dapat
mnciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang dapat mengakibatkan
suatu perilaku yang bersifat positif dan kondusif untuk dapat penerapan sistem
pengendalian intern dalam lingkungan melalui hal berikut :

1. Penegakan secara integritas serta nilai etika.

2. Komitmen terhadap kompetensi.

3. Kepemimpinan yang kondusif.

4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber
daya manusia.

7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerinta terkait.

Sistem pengendalian manajemen merupakan pengaturan unsur-unsur atau
bagian-bagian untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2009 : 4), bahwa kegiatan pengendalian adalah
tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, penetapan dan pelaksanaan
kebijakan serta prosedur, untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah
dilaksanakan secara efektif.

Pusdiklatwas BPKP (2009 : 12), menjelaskan bahwa unsur kegiatan
pengendalian yang dapat diterapkan pada berbagai tingkat organisasi atau semua

instansi pemerintah meliputi :
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a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
Untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasi instnasi pemerintah, maka
secara periodik kinerja operasi tersebut direviu untuk membandingkan
dengan standar yang telah ditetapkan. Jika hasil reviu kinerja menunjukkan
capaian atau realisasi tidak sesuai dengan capaian yang seharusnya sesuai
dengan tujuan atau standar yang ditetapkan, maka proses dan kegiatan yang
disusun untuk mencapai tujuan tersebut harus diperbaiki sesuai dengan

kelemahan-kelemahan yang ditemukan.

b. Pembinaan sumber daya manusia
Manusia merupakan sumber daya organisasi yang utama. Organisasi akan
berjalan dengan baik, apabila didukung oleh pegawai yang memiliki
kompetensi memadai. Oleh karena itu, kompetensi pegawai harus selalu
dikembangkan.

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
Pesatnya perkembangan teknologi informasi, organisasi semakin tergantung
dengan sistem informasi terkomputerisasi dalam menjalankan operasi,
memroses, memelihara dan melaporkan informasi penting. Akibatnya,
keandalan dan keamanan data terkomputerisasi dari sistem yang memroses,
memelihara dan melaporkan data tersebut menjadi perhatian utama baik
manajemen maupun auditor organisasi

d. Pengendalian fisik dan aset
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Instansi pemerintah harus membangunan pengendalian fisik dan aset untuk
mengamankan dan menjaga aset yang rawan dari risiko kehilangan atau
penggunaan tanpa otorisasi. Pengendalian fisik mencakup antara lain
pengamanan dan pembatasan akses aset.

e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;

f. Pemisahan fungsi;

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;

I. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;

J. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan

kejadian penting.

2.3. Kualitas Pelaporan Keuangan

Kasmir (2008 : 6) bahwa, bagi suatu perusahaan, penyajian laporan keuangan
merupakan tanggung jawab manajer keuangan. Terkait dengan hal tersebut, maka
tugas mereka dalam perusahan, yaitu :
1. Merencanakan,
2. Mencari
3. Memanfaatkan dana dari perusahaan, dan
4. Memaksimalkan nilai perusahaan.

Laporan keuangan merupakan hal yang mutlak bagi perusahaan untuk
dilaporkan pada periode tertentu dan menjadi tolok ukur berhasil tidaknya

perusahaan/organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
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Kasmir (2008 : 7), menjelaskan, bahwa laporan keuangan merupakan suatu
laporan laporan yang menunjukkan tentang kondisi atau keadaan keuangan instansi
saat ini ataupun pada suatu waktu periode tertentu. Sedangkan Munawir (2004 : 2),
meberikan definisi tentang laporan keuangan sebagai hasil dari sistem atau proses
akuntansi sehingga dapat dimanfaatkan menjadi alat dalam melakukan komunikasi
antara data keuangan ada atau kejadia dalam organisasi dengan pihak-pihak yang
memiliki keperluan terhadap data atau kejadian organisasi yang bersangkutan.
pihak-pihak yang berkepentingan dimaksud adalah : para pemilik perusahaan,
manajer perusahaan yang bersangkutan, para kreditur, bankers, para investor, dan
pemerintah di mana perusahaan tersebut berdomisili, buruh dan lainnya.

Pengertian laporan keuangan menurut Kamaludin (2011 : 34) adalah hasil
akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi
keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Setiap Satuan kerja
perangkat daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan
daerah kepada pemerintah. Penyampaian informasi tersebut harus memenuhi
prinsip-prinsip akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mas’ud (2009:9), mengemukakan bahwa Kewajaran laporan
keuangan harus memenuhi karakteristik laporan keuangan sebagai berikut;

a. Harus relevan dengan kebutuhan para pemakai laporan keuangan.
b. Harus dapat dimengerti oleh para pemakai laporan keuangan
c. Harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan

menggunakan metode pengukuran yang sama
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d. Harus diarahkan kepada kebutuhan umum para pemakai laporan keuangan dan
tidak memihak kepada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu

e. Harus tepat waktu (dini), sehingga tidak menunda pengambilan keputusan
ekonomi pemakai laporan keuangan.

f. Harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya milik
perusahaan yang sama, atau dengan laporan keuangan perusahaan lainya pada

periode yang sama.

Harus mengungkapkan semua fakta dan informasi tambahan yang dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi para pemakai laporan keuangan
dan pengungkapan tidak menyesatkan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor. 71 tahun
2010 (2011 : 10) mengeni suatu Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa syarat-
syarat atau karakteristik yang harus dipenuhi dalam suatu laporan keuangan yakni
ukuran-ukuran yang bersifat normatif yang mutlak diadakan dalam suatu informasi
akuntansi sehingga dapat terpenuhi daripada tujuan yang ada. Kemudian dengan
alasan tersebut, maka butuhkan suatu prasyarat yang bersifat normatif yang
dibutuhkan sehingga dalam laporan keuangan pemerintah atau laporan keuangan
publik sesuai dengan kualitas yang persyaratkan diantaranya adalah harus memiliki
relevansi, dapat diandalkan, serta dapat dilakukan dibandingkan dan selanjutnya
dapat dimengerti dengan mudah.

Selanjutnya Darise (2006 : 248), mendeskripsikan, bahwa keakuratan
merupakan suatu langkah yang dapat mencerminkan suatu ketelitian, kecermatan,

dan ketepatan yang sangat mutlak. Pengertian kata relevan itu snediri adalah
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merupakan suatu kondisi yang sifatnya objektif sampai pada masa masa yang

datang. Sementara istilah dipertanggungjawabkan” merupakan suatu keadaan atau

fakta yang dapat dilakukan perbandingan melalui angka-angka yang sifatnya
nominal secara matematis.

Pada bagian laporan pertanggungawaban keuangan keuangan publik di
masing-masing SKPD menyampaikan informasi bermanfaat terhadap para pemakai
dalam melakukan penilaiN akuntabilitas serta mengambil sebuah keputusan baik
sebagai keputusan di bidang ekonomi, sosial, maupun pada bidang politik melalui
berbagai cara diantaranya :

a. Menyediakan suatu informasi tentang kecukupan penerimaan dalan suatu
periode yang berjalan untuk melakukan pemmbiayaan terhadap semua
pengeluaran atau belanja.

b. Menyediakan suatu informasi terhadap kesesuaian dengan cara mendapatkan
sumber-sumber daya ekonomi serta pengalokasiannya, oleh karena itu suatu
anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan dan tercapai
secara maksimal.

c. Menyediakan suatu informasi tentang total sumber-sumber daya ekonomi yang
dipakai untuk kegiatan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya yang telah tercapai.

2.3.1. Karakteristik kualitatis pelaporan keuangan

Syarat-syarat atau karakteristik suatu kualitatis pelaporan keuangan meliputi
suatu standard atau ukuran-ukuran secara normatif yang harus diperhatikan di
dalam suatu informasi akuntansi, maka dengan demikian dapatlah memenuhi

tujuannya secara efektif. Pada dasarnya terdapat empat karakteristik yang
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menjadi prasyarat secara normatif yang dibutuhkan sehingga laporan keuangan
pemerintah dapat dikatakan memenuhi kualitas yang diharapkan adalah; relevan,
andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
1. Relevan
Suatu pelaporan keuangan dapat dikategorikan relevan jika informasi yang
dimuat di dalamnya dapat mempengaruhi suatu keputusan kepada pengguna
dengan hal membantu untuk melakukan evaluasi terhadap sebuah peristiwa
atau kejadian pada masa yang lalu ataupun di masa sekarang,
Suatu informasi akuntansi yang dapat dikategorikan sudah relevan jika dapat
memiliki beberapat syarat yang telah ditetapkan antara lain :
a. Informasi mutlak memiliki manfaat sebagai umpan balik
b. Informasi harus memiliki manfaat prediktif atau peramalan
c. Informasi tersebut harus tepat waktu
d. Informasi tersebut harus lengkap
2. Andal
Suatu pelaporan keuangan dapat dikategorikan andal seandai informasi yang
dimuat didalamnya terbebas dari makna yang dapat menyesatkan dan ataupun
kesalahan material, dapat menyajikan suatu fakta yang teruji kejujurannya dan
dapat dilakuakn verifikasi.
3. Dapat dibandingkan
Suatu Informasi yang dihasilkan dalam suatu pelaporan keuangan menjadi lebih
bermanfaat jika seandainya dapat diperbandingkan dengan pelaporan keuangan

pada periode-periode sebelumnya.
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4. Dapat dipahami
Suatu informasi yang dapat disajikan dalam pelaporan keuangan dapat dengan
mudah dipahami oleh pihak-pihak atau para pengguna dan dikatakan dalam
model serta istilah yang telah disesuaikan dengan batas-batas pemahaman para

pengguna.

2.3.2. Elemen-Elemen dalam Laporan Keuangan
Informasi tentang keuangan yang biasa disajikan serta disampaikan melalui

BPK serta Aset Daerah yang meliputi antara lain : Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) dan realisasi APBD termasuk didalamnya adalah perubahannya,

Neraca atau laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan

keuangan, dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, Laporan keuangan

perusahaan daerah, dan data yang berhubungan dengan keperluan fiskal dan
kepastian fiskal daerah. Dalam PP No. 71 tahun 2010 dalam bentuk Standar

Akuntansi Pemerintahan atau Akuntansi Public, bahwa elemen-elemen laporan

keuangan pemerintah tersebut meliputi :

a. Laporan Realisasi Anggaran, laporan yang di dalamnya menyajikan ikhtisar
sumber anggaran, alokasi anggaran dan penggunaan faktor-faktor ekonomi
yang dilakukan oleh pihak pemerintah baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, yang dapat menguraikan suatu perbandingan antara realisasi

anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan tertentu.
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b. Neraca, merupakan suatu laporan yang dapat mendeskripsikan ke dalam suatu
posisi keuangan dalam bentuk entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.

c. Laporan arus kas, merupakan suatu laporan yang dapat menyajikan informasi
tentang kas yang memiliki hubungan dengan kegiata-kegiatan operasional,
investasi aset yang bukan dalam bentuk keuangan, pembiayaan, dan transaksi
non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan
saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

d. Catatan atas laporan keuangan, adalah sebagai laporan yang terdiri dari catatan
dan penjelasan dalam model narasi atau rincian dari pada angka-angka yang

tercantum dalam laporan realisasi anggaran, Neraca, dan laporan arus kas.

2.4. Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan fungsi pengawasan APIP dan
pelaporan keuangan instansi adalah sebsagai berikut.

1. Risikiyanto Tantu “STIE Ihcsan Pohuwato dengan judul penelitian Analisis
persepsi auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pohuwato. Hasil analisis data adalah
berdasarkan analisis data sebagaimana tertera pada tabel di atas, rata-rata setiap
item indikator kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar 68,17 dan masuk dalam kategori besar.
Hal tersebut mendeskriptifkan, bahwa kualitas laporan keuangan pada Rumah
Sakit Umum Saerah Kabupaten Pohuwato menurut persepsi auditor internal

masuk dalam kategori baik (efketif).
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2. Pengaruh kepemimpnan, kapasitas fungsi akuntansi, peran APIP terhadap
kualitas pelaporan keuangan. Model penelitian dan hipotesis telah diuji dengan
model persamaan struktural kuadrat terkecil parsial (SEM PLS) dan dianalisis
dengan menggunakan sofwart smart PLS 3.2.9 dengan 226 sampel yang
diperoleh dari satuan kerja dari BPS di seluruh Indonesia dengan responden
yakni pegawai yang bidangnnya menjalankan fungsi akuntansi atau yang
menyusun pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kepemimpinan dan peran APIP berpengaruh signifikan dan positif terhadap
akuntabilitas, kepemimpinan, kapasitas fungsi akuntansi tidak berpengaruh
terhadap akuntabilitas, kepemimpian, kapasitas fungsi akuntansi. Peran APIP
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan serat
kualitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.
Sumber :(Lusy Oktaviana, Surya Raharja, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
2021. Juranal APIP terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. UNDIP Bandung.

3. Pengaruh Prosedur, Pendidkan, Tekanan dan Anggaran Reviu pada Kualitas
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Penelitian APIP
Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota di Bali). Metode Analisis Regresi Linier
Berganda. Hasil analisis menunjukkan  bahwa prosedur reviu , latar belakan
pendidikan dan anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu
LKPD, tekananwaktu penugasan dan kompleksitas tugas yang tinggi maka
inspektorat  daerah  diharapkan agar mengoptimalkan  pengaturan
penugasanbantara anggaran waktu dan kompleksitas tugas agar risiko penurun

ankualitas reviu rendah.
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Sumber : Komang Widyarini, dkk, 2016 Jurnal Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Udayana 455-488, 2016 Penerbit Universitas Udayana Bali.

4. Pengaruh Kode Etik APIP terhadap Kinerja auditor pemerintah pada
Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Hasil pengujian hipotesis pertama
menjelaskan integritas tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah.
Pengujian hipotesis kedua, bahwa objektivitas berpengaruh terhadap kinerja
auditor pemerintah. Pengujian ketiga, bahwa kerahasiaan tidak berpengaruh
terhadap kinerja auditor pemerintah . pengujian keempat. Kompetensi tidak
berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Secara simultan integritas,
kerahasiaan dan kmpetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor
pemerintah pada Inspektorak Provinsi Maluku Utara.

Sumber : Engelita O Kneefel, dkk, 2017 Pengaruh Kode Etik APIP terhadap
kinerja auditor pemerintah pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara, Penerbit

Going Concern, Jurnal Riset Akuntansi 12 (2), 2017, Unsrat Manado.

2.5. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran umum variabel dan indikator
penelitian. Pada penelitian ini, terdapat dua variabel yang diteliti yaitu, sistem
pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan kualitas laporan
keuangan. Pusdiklatwas BPKP (2009 : 12), menjelaskan bahwa unsur kegiatan
pengendalian yang dapat diterapkan pada berbagai tingkat organisasi atau semua
instansi pemerintah meliputi; a) melakukan reviw terhadap porestasi kerja pada
instansi pemerintah, b) melakukan pembinaan untuk pengembengan pada sumber

daya manusia yang dimiliki, ¢) melakukan tindakan pengawasan terhadap
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pengelolaan sistem informasi tersedia, d) melakukan pengawasan terhadap fisik dan
aset, e) melakukan penetapan dan reviw terhadap indikator dan ukuran kinerja, f)
melakukan pemisahan tehadap fungsi-fungsi yang ada, g) mendukung adanya
otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, h) melakukan pencatatan yang
akurat serta tepat waktu atas transaksi dan kejadian yang ada, i) Akuntabilitas
terhadap sumber daya serta pencatatannya sekaligus, j) melakukan dokumentasi
secara baik atas sistem pengawasan intern serta transaksi dan kejadian penting yang
terjadi.

Variabel kualitas laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
71 tahun 2010 mengenai dasar Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terbagi
menjadi empat karakteristik yang merupakan persyaratan secara normatif yang
dibutuhkan, sehingga laporan keuangan pemerintah memiliki sntadar kualitas
seperti yang menjadi diinginkan sistem, diantaranya; memiliki relevan, dapat
diandalkan, dapat diperbandingkan serta mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang
berkepentingan.

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

PENGAWASAN APIP
KABUPATEN POHUWATO (X)

|

KUALITAS PELAPORAN
KEUANGAN (Y)

|

PEMERINTAH DESA

SEKECAMATAN MARISA
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2.6. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis adalah ; Penerapan Pengawasan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh pengaruh positif
dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa (Studi

penelitian Kantor Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato).
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OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah Penerapan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa (Studi
penelitian Kantor Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato). Waktu

dibutuhkan untuk merampungkan penelitian adalah + tiga bulan.

3.2. Metode Penelitian
3.2.1. Desain penelitian

Husain Umar (2002 : 36), memberikan gambaran tentang desain dalam
penelitian merupakan kegiatan perencanaan Kkerja yang teratur dan secara
menyeluruh tentang keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya.
Variabel yang disususn tersebut merupakan hasil penelitian dapat memberikan
tanggapan terhadap pertanyaan yang muncul dalam penelitian.

Dalam penelitian ini diuraikan tentang pengaruh dan hubungan antara
variabel yang satu dengan variabel lainnya, yaitu penerapan Pengawasan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan kualitas laporan keuangan dengan
metode kuantitatif, yaitu analisis regresi dan korelasi sederhana.

3.2.2. Operasionalisasi variabel Penelitian

Variabel-variabel yang dimaksud pada penelitian ini adalah pengawasan

APIP sebagai variabel bebas (X). Sedangkan variabel terikat (Y) adalah kualitas

pelaporan keuangan.
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Operasinalisasi variabel penelitian diharapkan dapat mempermudah para

pembaca untuk memahami dan mengidentifikasi setiap variabel dan indikator-

indikator berikut.

Tabel 3.3

Operasionalisasi Variabel Pengawasan APIP

Variabel

Indikator

Skala

Pengawasan APIP

(X)

a. Reviu atas kinerja  instansi

pemerintah yang bersangkutan.

Pembinaan sumber daya manusia.

. Pengendalian atas pengelolaan

sistem informasi.

. Pengendalian fisik dan aset.

. Penetapan dan reviu atas indikator

dan ukuran kinerja.

Pemisahan fungsi.

. Otorisasi atas transaksi dan kejadian

yang penting.
Pencatatan yang akurat dan tepat
waktu atas transaksi dan kejadian.

i. Akuntabilitas terhadap sumber daya

dan pencatatannya.
Dokumentasi yang baik atas sistem
pengendalian intern serta transaksi

dan kejadian penting.

Ordinal

Sumber : Pusdiklatwas BPKP, 2009.



Operasionalisasi Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan

Tabel 3.4
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Variabel

Dimensi

Indikator

Skala

Kualitas Laporan

Keuangan (Y)

1. Relevan

a. Mempengaruhi keputusan
b. Memiliki umban balik

c. Memiliki manfaat prediktif
d. Tepat waktu

e. Lengkap

f. Bebas dari kekeliruan

Ordinal

2.Andal

—h

a.

® o o

Bebas dari kesalahan
material

Bebas dari pengertian yang
menyesatkan

Jujur

Diverifikasi
Menguntungkan

Sesuai kebutuhan

Ordinal

3.Dapat
dibandingkan

Dibandingkan dengan
periode sebelumnya
Dibandingkan secara
internal
Dibandingkan secara

eksternal

. Berguna

Ordinal

4.Dapat

dipahami

Dipahami oleh pengguna

. Pengguna memiliki

kemauan untuk mempelajari

informasi keuangan

Ordinal

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP).
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Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Kkuisioner atau angket.
sedangkan untuk pemberian bobot atau skor terhadap setiap pilihan atau alternatif-
alternatif terhadap kuisioner atau angket yang mengacu pada skala likert. Husain
Umar (2002 : 98), mengemukakan suatu pendapat, bahwa skala likert memiliki
kaitan dengan pernyataan atau penyataan mengenai sikap atau pandangan seseorang
terhadap sesuatu kejadian. Jika pilihan atau alternatif pernyataan, seperti mulai dari
sangat setuju sampai tidak setuju, sangat senang sampai tidak senang, sangat puas

sampai tidak puas ataupun sangat baik sampai tidak baik.

Tabel 3.5
Bobot Alternatif Skala Likert

Pilihan Bobot
Sangat tinggi 5

Tinggi 4

Sedang 3

Rendah 2
Sangat rendah 1

Sumber : Husain Umar, 2002.
3.2.3. Teknik pengumpulan data
Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini
dilakukan dengan teknik sebagai berikut :
a. Penelitian kepustakaan
Bertujuan untuk mengumpulkan berbagai literatur yang memiliki hubungan

dengan permasalahan yang diteliti.
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b. Penelitian lapangan
Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara; (1) interview, (2)
dokumentasi dan (3) kuisioner,

3.2.4. Jenis dan Sumber Data

3.2.4.1. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan untuk dapat merampungkan penelitian adalah
sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang umumnya bersumber dari lokasi penelitian berupa
data utama yang akan dianalisis, dalam hal ini data yang diperoleh melalui
pembagian angket atau kuisioner kepada responden.

2. Data sekunder, yaitu data kedua dan berfungsi sebagai data pendukung dalam
memecahkan pokok permasalahan yang menajdi obyek penelitian.

3.2.4.2. Jenis Data

Pada dasarnya jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni:

1. Data kualitatif adalah data yang biasanya berwujud narasi atau kalimat dan atau
pernyataan-pernyataan yang sifatnya tidak bisa dihitung.

2. Data kunatitatif adalah data yang umumnya berupa angka-angka atau nilai-nilai,
tabel, maupun dalam bentuk grafik yang sifatnya dapat dihitung.

3.2.5. Populasi dan Sampel

3.2.5.1. Populasi

Widayat, dkk (2002 : 52) mengemukakan, bahwa populasi merupakan
keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum

yang dari bidang-bidang untuk diteliti.
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Jumlah populasi yang akan dijadikan responden pada penelitian ini adalah

aparat desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang berjumlah 79 orang.

Populasi yang dimaksud disini adalah aparat desa yang mengetahui tentang

permasalahan yang diteliti dan turut terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan

desa, yaitu kepala desa, sekertaris, bendahara dan kasi bidang pembangungan

(pelaksana kegiatan).

Jumlah desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato adalah 7 desa,

dengan demikian jumlah populasi 79 orang sebagaimana yang tertera pada tabel

berikut.
Tabel 3.6
Daftar Nama-Nama Populasi Penelitian
No. Instansi Nama Tupoksi Ket.
1 Simson Hasan, SH Kepala Desa Aktif
2 Alwin Suleman, SE Sek. Desa Aktif
3 Fitrianti Diange, S. Ip Kasie Pemerintahan Aktif
4 Marten Hamzah Kasie Kesejahteraan Aktif
5 Resta Rahman, S. Ip Kasie Pelayanan Aktif
6 Santi Manggas Kaur TU & Umum Aktif
7 Hariayati Hionu, S. Ip Kaur Keuangan Aktif
8 Desa Teratai Hajira Kadir, SP Kaur Perencanaan Aktif
9 Melinda Lamundu, S. Kom Operator Profil Desa Aktif
10 Nurlena Bakari, S. Kom Operator Siskeudes Aktif
11 Nizam Tino Kadus Moduito Aktif
12 Adrianto Deange Kadus Bihe Aktif
13 Abdurahman Musa, S. Ip Kadus Dupi Aktif
14 Guslan Kadir, S. Ip Kadus Hulangato Aktif
15 Jeni Deyala, SE Kadus Mekar Jaya Aktif
16 Ely Djafar, S. I[ Kepala Desa Aktif
17 Yunus Musa Sekdes Aktif
18 Melinda Sari Kaur Keuangan Aktif
Desa Palopo WiV\_/in La_hay, SP Kesra Akt!f
Lani Lantik Sakula, SE Kaur Pelayanan Aktif
21 Tasni Dunggio, SE Kaur Umum Aktif
22 Hartati Pakaya, SE Kaur Pemerintahan Aktif
23 Agus Hasan Kaur Perencanaan Aktif
24 Iwan Kadir Kepala Desa Aktif
25 Desa Marisa Inang Dayd Sekdes Aktif
26 Utara Rahmat Y. Kiu, A. Md Kasie Pemerintahan Aktif
27 Ais Sabu, SE Kesra Aktif
28 Alfiah, SE Kasie Pelayanan Aktif
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29 Hasna Uloli Kaur Umum Aktif
30 Maman Anwar Kaur Perencanaan Aktif
31 Nova Uloli, SE Kaur keuangan Aktif
32 Zainal Abidin Biga Kadus Batu Pasang Aktif
33 Sri Nining Nipi Kadus Melati Aktif
34 Moh. Faturahman Sabu, SE Kadus Anggret Aktif
35 Gusti Lukum Kadus Sulalo Aktif
36 One Mbuinga, SE Kepala Desa Aktif
37 Asma Podungge, SE Sekdes Aktif
38 Irmayanti T. Nunu, SE Kaur Keuangan Aktif
39 Desa Indra Adam Kaur Kesra Aktif
40 Botubilatahu Halma Sadaku Kasie Pelayanan Aktif
41 Silawati Mbuinga Kaur Umum Aktif
42 Fitriyanti Tahir, S. Pd Kaur Permerintahan Aktif
43 Liun Hilalaingo, S. Ip Kaur Perencanaan Aktif
44 Sahrianto Lamapa, SE Kepala Desa Aktif
45 Muhamad Husin, S. Pd, | Sekdes Aktif
46 Sri Wahyuni N. Katili, S. Pd Kaur TU & Umum Aktif
47 Yulianti Ibrahim, SE Kaur Keuangan Aktif
48 Sri Nelantika Saleh, S. Ip Kaur Perencanaan Aktif
49 Desa Pohuwato | Ariani, SE Kasie pelayanan Aktif
50 Noviana N. Mohi, I. Pd Kasie Kesejahteraan Aktif
51 Suhelmi Poha Kasie Pemerintahan Aktif
52 Hairun N. Talib Kadus Kramat Aktif
53 Yunan Pomili Kadus Andalas Aktif
54 Lisna Dalanggo Kadus Bina Karya Aktif
55 Hendra Imbran, SH Kepala Desa Aktif
56 Jhon Ibrahim Sekdes Aktif
57 Rikman Kasim Kasie Pemerintahan Aktif
58 Imran Monoarfa Kasie Kesejahteraan Aktif
59 Maspa Lasiama Kasie Pelayanan Aktif
60 Desa Marisa Sri Lista Hamid, S. Pd Kaur TU & Umum Aktif
61 Selatan Astin Kadir, A. Md Kaur Keuangan Aktif
62 Hasan Larauf, SP Kaur Perencanaan Aktif
63 Ridwan Makmur Kadus Teratai Aktif
64 Abdul Ajis Ismail Kadus Melati Aktif
65 Hasan Inombi Kadus Bakia Aktif
66 Ilyas Olii Kadus Beringin Aktif
67 Riska Ismail Kepala Desa Aktif
68 Bayu M. Abdullah, SE Sekdes Aktif
69 Sukmawati Rivai Kasie Pemerintahan Aktif
70 Rian Gintulangi, Sp Ksie Kesejahteraan Aktif
71 Hijra Tangahu, SE Kasie Pelayanan Aktif
72 Desa Pohuwato Linda Thalib Kaur TU & Umum Aktif
73 Timur Ysriani AKuba, SE Kaur Keuangan Aktif
74 Meyke Lahay, SP Kaur Perencanaan Aktif
75 Anugra Idji Staf Kantor Desa Aktif
76 Siti Nurain Ladiku Operator Simkeudes Aktif
77 Aswin HUsa Kadus Siku Aktif
78 Sandi Katili, SE Kadus Wulungio Aktif
79 Rini A. Mamestu Kadus Milango Aktif
Sumber : Kantor Desa Sekecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, 2022
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Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi sebagai wakil dari

keseluruhan populasi. Pada penelitian ini penarikan sampel menggunakan sistim

sampel jenuh yaitu keseluruhn populasi akan dijadikan sampel yang berjumlah 35

orang.
Tabel 3.7
Daftar Nama-Nama Responden Penelitian

No. Instansi Nama Tupoksi Ket.
1 Simson Hasan, SH Kepala Desa Aktif
2 Alwin Suleman, SE Sek. Desa Aktif
3 Desa Teratai Fitrianti Diange, S. Ip Kasie Pemerintahan Aktif
4 Santi Manggas Kaur TU & Umum Aktif
5 Hariayati Hionu, S. Ip Kaur Keuangan Aktif
6 Ely Djafar, S. I[ Kepala Desa Aktif
7 Yunus Musa Sekdes Aktif
8 Desa Palopo Melinda Sari Kaur Keuangan Aktif
9 Tasni Dunggio, SE Kaur Umum Aktif
10 Hartati Pakaya, SE Kaur Pemerintahan Aktif
11 Iwan Kadir Kepala Desa Aktif
12 Inang Dayd Sekdes Aktif
13 l_:)esa Rahmat Y. Kiu, A. Md Kasie Pemerintahan Aktif
14 Marisa Utara Hasna Uloli Kaur Umum Aktif
15 Nova Uloli, SE Kaur keuangan Aktif
16 One Mbuinga, SE Kepala Desa Aktif
17 Asma Podungge, SE Sekdes Aktif
18 Desa Botubilatahu | Irmayanti T. Nunu, SE Kaur Keuangan Aktif
19 Silawati Mbuinga Kaur Umum Aktif
20 Fitriyanti Tahir, S. Pd Kaur Permerintahan Aktif
21 Sahrianto Lamapa, SE Kepala Desa Aktif
22 Muhamad Husin, S. Pd, | Sekdes Aktif
23 Desa Pohuwato Sri Wahyuni N. Katili, S. Pd | Kaur TU & Umum Aktif
24 Yulianti Ibrahim, SE Kaur Keuangan Aktif
25 Suhelmi Poha Kasie Pemerintahan Aktif
26 Hendra Imbran, SH Kepala Desa Aktif
27 ) Jhon Ibrahim Sekdes Aktif
28 De;zlg/tlz:sa Rikman Kasim Kasie Pemerintahan Aktif
29 Sri Lista Hamid, S. Pd Kaur TU & Umum Aktif
30 Astin Kadir, A. Md Kaur Keuangan Aktif
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31 Riska Ismail Kepala Desa Aktif
32 Bayu M. Abdullah, SE Sekdes Aktif
33 DesaTFi’rc])qhuurwato Sukmawati Rivai Kasie Pemerintahan Aktif
34 Linda Thalib Kaur TU & Umum Aktif
35 Ysriani AKuba, SE Kaur Keuangan Aktif

Sumber : Kantor Desa Sekecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, 2022
3.2.6. Metode Analisis Data
3.2.6.1. Uji Validitas

Arikunto (2001 : 219) menjelaskan; validitas adalah salah satu standar yang
menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen penelitian yang mampu mengukur
apa yang diukur.

Sedangkan sugiyono (2019 : 312) menjelaskan, bahwa intrumen yang
dianggap valid adalah alat ukur yang dipakai untuk mendapatkan data itu valid.
Jika pernyataan atau hasil yang didapatkan valid, maka intrumen tersebut dapat
digunakan. Adapun formulasi uji validitas adalah :

nXiYi - (Exi) (ZVYi)
rxXy =

) V{nzxi? - (2xi)2} {nZYi? - (Zyi)’}
3.2.6.2. Uji Reliabilitas

Reliable artinya dapat yang diperoleh dapat dipercaya atau andal. Artinya
alat yang digunakan untuk mengumpulkan dapat memang tepat dan hasilnya dapat
dipercaya atau diandalkan kebenarannya.

Sugiyono (2019 : 354) menjelaskan bahwa instrument yang reliable adalah
instrumen yang jika dipakai untuk mengukur obyek beberapa kali dan hasilnya tetap
sama atau tetap mendapatkan hasil yang sama, dengan demikian intrumen tersebut

reliable atau terpercaya.
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Formulasi uji reliabitas adalah :
2rp
Ri =
1+

3.2.6.3. Uji Asumsi Klasik

Untuk memecahkan masalah pokok dan membuktikan hipotesis, maka
metode analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, yaitu metode analisis
yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel pengawasan APIP

terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan. Adapun persamaan regresi

sederhanaadalah : Y = a + bX + ¢

Dimana :

e = Standar error atau variabel yang tidak diteliti.
Y = Kualitas laporan keuangan.

a = Nilai konstant atau nilai tetap.

B = Parameter (koefisien variabel)

X = Sistem pengendalian manajemen.

3.2.6.4. Uji Korelasi
Analisis ini digunakan untuk mengukur korelasi atau besar hubungan antara
variabel bebas dengan variabel terikat, dengan rumus sebagai berikut :

nZXiYi - (=xi) (ZYi)
rxXy =

V{nExi? - (Exi)2} {nZYi? - (Zyi)’}
Dimana :
rxy = Besarnya hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat ().

n = Banyaknya populasi yang akan dijadikan responden.
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Arti harga korelasi (r) akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r

sebagai berikut.

Interpretasi Koefisien Nilai r

Interpretasi validitas (r) Keterangan
0,80 - 1,000 Sangat Tinggi
0,60 - 0,799 Tinggi
0,40 - 0,599 Sedang
0,20 - 0,399 Rendah
0,00 - 0,199 Sangat Rendah

Sumber : Riduwan, 2004

3.2.6.5. Uji signifikan

Uji signifikan hubungan (r) untuk secara parsial atau korelasi sederhana

digunakan rumus uji t sebagai berikut :

n-1
t=r 1-r?
Dimana :
t = Koefisien Korelasi
r = Besarnya sampel

n = Jumlah responden

r2 = Koefisien determinant

Pada uji signifikan untuk korelasi (r), kesimpulan dapat ditarik dengan

membandingkan antara t. hitung dengan t. tabel. Apabila t. hitung yang diperoleh

lebih besar dari pada taraf signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil

penelitian adalah sugnifikan atau hipotesis diterima, sebaliknya jika t. hitung lebih
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kecil dibandingkan dengan taraf signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil
penelitian yang dilakukan tidak signifikan hipotesis ditolak.

Taraf kesalahan ditetapkan untuk menguji kelayakan adalah a = 1% dengan
tingkat kebebasan (df) adalah n - 2. Penerapan rumus regresi sederhana, korelasi

sederhana dan uji signifikan dilakukan dengan memakai program SPSS.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian
A. Desa Marisa Selatan

Desa Marisa Selatan yang berdiri padatahun 1935 yang biasa disebut
Kampung Marisa terdiri atas Wilayah Marisa Utara, Pohuwato, Pohuwato
Timur dan Palopo. Marisa Selatan mempunyai struktur tanah yang labil karena
dekat daerah pantai. Hal ini yang menyebabkan lahan di Desa Marisa Selatan tidak
cocok untuk pertanian. Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat desa
adalah Bahasa Gorontalo dan Bahasa Indonesia dan ini disebabkan penduduknya
multi etnis. Seperti suku jawa, sunda, bugis, dan gorontalo dan kesemua suku ini
dapat hidup damai dan rukun.

Desa ini dikenal dengan Desa yang subur dan tumbuhan yang menghijau di
atas tanahnya yang terkenal di Provinsi Gorontalo. Sekelompok masyarakat yang
rukun dan damai ,meskipun masih dalam kondisi kehidupan yang sangat ekonomis,
bias menciptakan keharmonisan dalam bermasayarakat.

Desa Marisa Selatan awalnya termasuk dalam wilayah Kec. Marisa di sebelah
utara berbatasan dengan Desa Marisa Utara, sebalah selatan berbatasan dengan
Desa Pohuwato dan Pohuwato Timur, sebelah timur berbatasan dengan Desa

Palopo. Dan Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Marisa.

48
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Sampai sekarang keharmonisan antar warga dan sistem pemerintahan
berjalan dengan baik. Jumlah penduduk Desa Marisa Selatan adalah sebanyak
3.559 jiwa. Sejak tahun 2008 Desa Marisa Selatan oleh Bapak Hendra Imran
sampai sekarang.

B. Desa Pohuwato

Desa Pohuwato merupakan salah satu desa yang terletak di ibukota
Kabupaten Pohuwato tepatnya di Kecamatan Marisa. Terbentuknya Desa
Pohuwato pada tahun 1986 dan dihuni oleh beberapa suku. Di antaranya adalah
suku bugis, tionghoa, jawa dan gorontalo, namun mayoritas desa ini dihuni oleh
suku gorontalo.

Sebelum era otonomi daerah, desa ini merupakan bagian dari kabupaten
Gorontalo. Pada tahun 1999, kabupaten Gorontalo dimekarkan menjadi dua
kabupaten dan Desa Pohuwato bagian dari wilayah Kabupaten Boalemo. Pada
tahun 2003 kabupaten Boalemo dimekarkan kembali dan desa Pohuwato menjadi
masuk Wilayah Kabupaten Pohuwato.

Sejak mulai tahun 2007, Desa Pohuwato terbagi menjadi 2 wilayah
administrasi yakni Desa Pohuwato Timur yang terletak di bagianTimur dan Desa
Pohuwato yang terletak di bagian barat yang hanya di batasi dengan jalan sebagai
perbatasan antara dua Desa tersebut. Desa Pohuwato sendiri terdiri dari 3 Dusun
yaitu Dusun Kramat, Dusun Andalas, dan Dusun Bina Kaya. Total penduduk Desa
Pohuwato sebanyak 1.846 jiwa. Kepala Desa Pohuwato sejak 2016 sampai
sekarang adalah Bapak Sahrianto Lamapa, SE dan Sekertaris Desa Pohuwato

dijabat oleh Bapak Mohamad Husin, S. Pd. I.
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C. Desa Pohuwato Timur

Desa Pohuwato Timur merupakan hasil pemekaran Desa Pohuwato sejak
tahun 2007. Sama halnya dengan mata pencaharian penduduk Desa Pohuwato,
Desa Pohuwato Timur mayoritas penduduknya bermata pencaharian nelayan.
Jumlah penduduk Desa Pohuwato Timur sekarang adalah 2.408 jiwa. Kepala Desa
Pohuwato Timur sekarang dijawab oleh Bapak Riska Ismail.
D. Desa Marisa Utara

Desa Marisa Utara merupakan hasil pemekaran dari Desa Marisa sejak tahun
2016 dengan luas wilayah adalah 550 Ha. Sedangkan jumlah penduduk Desa
Marisa Utara sebanyak 3.930 jiwa. Desa Marisa Utara sekarang dipimpin oleh
Bapak Iwan Kadir. Mata pencaharian penduduk Desa Marisa Utara adalah ASN,
petani dan wiraswasta.
E. Desa Teratai

Desa Teratai terbentuk sejak tahun 2014 dengan luas wilayah adalah 698 Ha.
Sementara Jumlah penduduk Desa Teratai sebanyak 2.342 jiwa. Sedangkan mata
pencaharian penduduk Desa Teratai adalah petani dan umumnya petani jagung dan
sisanya adalah petani tambak dan buruh bangunan. Sekarang Desa Teratai
dipimpin oleh Bapak Simson Hasan, SH.
F. Desa Botubilotahu

Desa Botubilotahu terbentuk sejak tahun 2003 dengan luas wilayah adalah
586 Ha sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 2.583 jiwa. Rata-rata penduduk
Desa Botubilotahu bermata pencaharian adalah wiraswasta, ASN dan petani. Desa

Botubilotahu dipimpin atau dijabat oleh Bapak One Mbuinga, SE.



G. Desa Palopo

Desa Palopo merupakan hasil dari pemekaran Desa Marisa sejak tahu 2008
dengan luas wilayah adalah 700 Ha. Desa Palopo mayoritas wilayahnya sebagai
pusat perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Desa Palopo memiliki
jumlha penduduk sebanyak 2.120 jiwa. Sedangkan mata pencaharian penduduk di

desa ini adalah mayoritas PNS dan wiraswasta dan sisanya adalah petani dan

nelayan. Sekaran Desa Palopo dijawab oleh Ibu Ely Djafar, S. Ip.

4.2. ldentifikasi Responden
Identifikasi responden penelitian sebagai salah satu usaha untuk memberikan
gambaran bahwa penelitian yang dilakukan memiliki responden yang beraneka

ragam. ldentifikasi responden yang dimaksud di sini adalah tentang jenis kelamin,

tingkat pendidikan dan tupoksi responden.

a. Jenis kelamin

Berdasarkan hasil penelitian dari tujuh Kantor desa di Kecamatan Marisa,

maka dapat dilihat dari tabel identifikasi jenis kelamin berikut.

Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.9

Jenis Kelamin

Jumlah (Orang)

Persentase (%0)

Laki-Laki 12 34,29
Perempuan 23 65,71
Total 35 100

Sumber : Data olahan, 2022
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Pada tabel di atas terlihat, bahwa mayoritas aparat desa sebagai responden

prnrlitian adalah perempuan yaitu 23 orang atau 65,71% dan sisanya laki-laki

sebanyak 12 orang atau 34,29%.

b. Tingkat pendidikan

Tingkat seorang aparat desa sebagai salah satu tolok ukur bahwa aparat tersebut

memiliki wawasan yang memadai, kemapuan, sikap nilai-nilai dan makna

tentang tugas dan tanggung jawab yang diembangnya. Oleh karena itu semakin

tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan

yang dimiliki ditinjau dari berbagai aspek sehingga yang dihasilkan dapat

dimaksimalkan. Berikut tabel tingkat pendidikan responden.

Tabel 4.10
Tingkat Pendidikan Responden

Jenis Kelamin

Jumlah (Orang)

Persentase (%0)

SLTA 11 31,43
Sarjana (S1) 24 68,57
Total 35 100

Sumber : Data olahan, 2022

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas aparat desa di

Kecamata Marisa Kabupaten Pohuwato yang menjadi responden adalah memiliki

tingkat pendidikan sarjana yairu 24 orang atau 68,57%. Artinya, peluang untuk

menghasilkan Kkinerja secara maksimal sangat besar sedangkan 11 orang atau

31,43% tamatan SLTA atau sederajat.
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4.3. Deskripsi Hasil Penelitian
Untuk mendeskripsifkan varaibel penelitian, maka perlu standar interpretasi
setiap item pertanyaan atau indikator variabel. Formulasi yang digunakan adalah :

1. Skor terendah dikalikan dengan setiap item pertanyaan kemudian dikalikan
dengan total responden.

2. Skor tertinggi dikalikan dengan setiap item pertanyaan kemudian dikalikan
dengan jumlah responden.

3. Mencari selisih antara hasil point pertama dengan hasil akhir point kedua,
kemudian dibagi dengan lima (alternatif pilihan menurut Skala Likert.
Adapun formulasinya sebagai berikut :

Bobot terendah X item X jumlah responden =1x1x35=35

Bobot tertinggi X item X jumlah responden =5x1x35=175

Dari perhitungan rentang skala di atas, maka diperoleh bobot terendah
sampai pada bobot tertinggi adalah :

Skor Tertinggi - Skor Terendah

Rentang Skala
Alternatif

175 - 35

Rentang Skala 28
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Tabel 4.11
Rentang Skala Skor Item Pertanyaan

Range Kategori
148 - 175 Sangat tinggi
120 - 147 Tinggi

92 - 119 Sedang
64 - 91 Rendah
35 - 63 Sangat rendah

Sumber : Data olahan, 2022

4.3.1. Analisis Variabel Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Deskriptif hasil tanggapan responden setiap indikator variabel APIP pada

kantor desa di Kecamatan Marisa dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.12

Tanggapan Responden terhadap Variabel Pengawasan
Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah

Item Pertanyaan

Tanggapan 1 > 3
Responden |~ or T 9% | F [Skor| % | F |Skor| %
5 20 | 100 |57,14| 13 | 65 |37,14| 14 | 70 40
4 15 60 |4286| 22 | 88 [62,86| 17 68 | 48,57
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 4 8 11,43
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 35 | 160 | 100 | 35 | 153 | 100 | 35 | 138 | 100

Ket. Sangat tinggi Sangat tinggi Tinggi

Item Pertanyaan

4 5 6 7
F | Skor | % F | Skor | % F | Skor | % F | Skor | %
16 | 80 [4571|17| 85 |4857|10| 50 |2857 (19| 95 |54,29
19 | 68 |[5429|17| 68 |4857|22| 88 |62,86|16| 64 |4571
0 0 0 1 3 2,86 | 1 3 2,86 | 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 0 571 | 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35| 148 | 100 [35| 156 | 100 |[35| 141 | 100 | 35| 159 | 100
Sangat tinggi Sangat tinggi Tinggi Sangat tinggi
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Item Pertanyaan
8 9 10
F | Skor | % F | Skor| % F | Skor| %
26 | 130 | 74,29 | 23 | 115 | 65,71 | 25 | 125 | 71,43
9 36 | 2571 12 | 48 |3429| 8 32 | 22,86
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 4 571
0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 | 166 | 100 | 35 | 163 | 100 | 35 | 161 | 100
Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi

Sumber : Data olahan, 2022

Gambaran secara kuantitatif tanggapan responden terhadap variabel pada
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada kantor desa di Kecamatan
Marisa adalah sebagai berikut.

Item pertama : Berdasarkan tanggapan responden; 20 (57,14%) orang
responden yang memberikan tanggapan sangat setuju dan 15 (42,86%) orang
responden yang memberikan tanggapan setuju. Total skor item pertama adalah 160
dan ini merupakan suatu tanda, bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) sebagai tim auditor selalu melakukan reviu atas kinerja instansi pemerintah
desa di Kecamatan Marisa sesuai prosedur yang berlaku dan masuk dalam kategori
sangat tinggi.

Item ke dua : menurut tanggapan responden adalah 13 (37,14%) yang
menjawab sangat setuju, 22 (62,86%) yang menjawab setuju. Total skor pada item
ini adalah 153 dan ini menjelaskan, bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) selaku tim auditor selalu melakukan pembinaan sumber daya manusia dan

masuk kategori sangat tinggi .
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Item ke tiga : menurut pendapat responden adalah 14 (40%) yang menanggapi
sangat setuju, 17 (48,57%) orang responden yang menjawab setuju dan 4 (11,43%)
responden yang memberikan tanggapan tidak setuju. Total skor pada item ke tiga
adalah sebesar 138 dan hal tersebut menjelaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) sebagai tim auditor selalu melakukan pengendalian atas
pengelolaan sistem informasi instansi sesuai dengan prosedur yang berlaku dan
masuk kategori tinggi.

Item ke empat : mendapat respon yakni 16 (45,71%) yang menanggapi sangat
setuju, 19 (54,29% menanggapi setuju Total skor sebesar 148 dengan demikian
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai tim auditor senatiasa
menekankan pentingnya pengendalian fisik dan aset instansi dan masuk kategori
sangat tinggi.

Item ke lima : berdasarkan tanggapan responden yakni 17 (48,57%) orang
responden yang menjawab sangat setuju, 17 (48,57%) orang responden yang
menjawab setuju dan 1 (2,86%) responden menjawab ragu-ragu dan total skor item
ke lima adalah 156, dan ini menunjukkan, bahwa Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) sebagai tim auditor selalu melakukan penetapan dan mereviu
atas indikator dan ukuran kinerja sesuai prosedur yang berlaku dan masuk kategori
sangat tinggi.

Item ke enam : mendapat tanggapan responden adalah; 10 (28,57%)
responden memberikan tanggapan sangat setuju, 22 (62,86%) memberikan
tanggapan setuju, 1,28%) responden memberikan tanggapan ragu-ragu dan 2 (5,71)

responden tidak setuju. Total skor item enam adalah 141 dan merupakan suatu
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gambaran bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku tim auditor
sering menekankan pentingnya pemisahan fungsi pada instansi pemerintah desa di
Kecamatan Marisa termasuk tinggi.

Item ke tujuh : berdasarkan tanggapan responden adalah ; 19 (54,29%)
responden memberikan tanggapan sangat setuju dan 16 (45,71%) responden
memberikan tanggapan setuju. Total skor item ke tujuh adalah 159, skor tersebut
menggambarkan, bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai tim
auditor selalu melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting instansi
desa di Kecamatan Marisa dan masuk kategori sangat tinggi.

Item ke delapan : tanggapan responden adalah; 26 (74,29%) responden
memberikan tanggapan sangat setuju dan 9 (25,71%) responden memberikan
tanggapan setuju. Total skor item ke delapan sebesar 166 dan ini menandakan,
bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku tim auditor selalu
menekankan pentingnya pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan
kejadian pada instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa dan masuk kategori
sangat tinggi.

Item ke Sembilan : menurut tanggpan responden adalah; 23 (65,71%)
responden memberikan tanggapan sangat setuju dan 12 (34,29%) responden
memberikan tanggapan setuju. Total skor pada item ini adalah sebesar 163 dan
menggambarkan, bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai tim
auditor selalu mengedepankan akuntabilitas terhadap sumber daya dan

pencatatannya tergolong dalam kategori sangat tinggi.
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Item ke sepuluh : tanggapan responden adalah 25 (71,43%) responden
menjawab sangat setuju, 8 (22,86%) responden menjawab setuju dan 2 (5,71%)
responden yang menjawab tidak setuju. Total skor item ke sepuluh adalah 161 dan
ini merupakan suatu bukti, bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
sebagai tim auditor selalu menekankan pentingnya dokumentasi yang baik atas
sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting pada instansi
pemerintah tergolong kategori sangat tinggi.

4.3.2. Analisis Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan

Deskripsi hasil penelitian tanggapan responden setiap item atau indikator
variabel kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah desa di Kecamatan
Marisa dapat dilihat pada tabel 4.9

Tabel. 4.13
Tanggapan Responden terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Item Pertanyaan

Tanggapan
Responden L 2 3
F | Skor | % F | Skor| % F | Skor| %
5 15 75 4286 | 17 | 85 |4857| 16 | 80 |45,71
4 19 76 | 5428 | 18 | 72 |51,43| 18 | 72 |51,43
3 0 0 0 0 0 0 1 3 2,86
2 1 2 286 | 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 35 | 151 | 100 | 35 | 157 | 100 | 35 | 155 | 100
Ket. Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi
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4 5 6 7
F |Skor| % | F |[Skor| % | F |Skor| % F | Skor | %
211 105 | 60 [ 21| 105 | 60 |11 | 55 |31,43| 11 | 55 | 31,43
14 | 56 40 |13 | 52 (37,14 22| 88 |6285| 21 | 84 60
0 0 0 1 3 2,86 | 1 3 286 | 3 9 8,57
0 0 0 0 0 0 1 2 286 | 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35| 161 | 100 | 35| 160 | 100 | 35| 148 | 100 | 35 | 148 | 100
Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi
8 9 10 11
F |Skor| % | F |Skor| % | F |Skor| % F | Skor | %
13| 65 |37,14 21| 105 | 60 |21| 105 | 60 8 | 40 |22,86
18| 72 5143 |12 | 48 |3429|13| 52 |37,14| 18 | 72 |51,43
3 9 8,57 | 2 6 571 | 0 0 0 8 24 | 22,86
1 2 2,86 | 0 0 0 1 2 2,86 | 1 2 2,85
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35| 148 | 100 [ 35| 159 | 100 (35| 159 | 100 | 35| 138 | 100
Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Tinggi
12 13 14 15
F|Skor| % | F |Skor| % | F |Skor| % F | Skor | %
14| 70 40 |11| 55 |3143|10| 50 |2857| 10| 50 | 28,57
19| 76 |5428 20| 80 |57,14|24| 96 |6857 |25 | 100 | 71,43
1 3 2,86 | 3 9 857 | 1 3 286 | 0 0 0
1 2 2,86 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 286 | 0 0 0 0 0 0
35| 151 | 100 [ 35| 145 | 100 | 35| 149 | 100 | 35 | 150 | 100
Sangat tinggi Tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi
16 17 18
F |Skor| % | F |Skor| % | F |Skor| %
10| 50 |2857 |14 | 70 40 | 11| 55 |3143
22| 88 |6286|20| 80 |57,14 (21| 84 60
3 9 857 | 1 3 2,86 | 3 9 8,57
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
35| 157 | 100 | 35| 153 | 100 [35| 148 | 100
Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi

Sumber : Data Olahan, 2022
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Uraikan analisis tanggapan responden terhadap variabel kualitas pelaporan
keuangan sebagai berikut.

Item pertama : mendapat tanggapan dari 35 orang rsponden adalah 15
(42,86%) orang responden memberikan tanggapan sangat setuju, 19 (54,28%)
orang responden memberikan tanggapan setuju dan 1 (2,86%) orang responden
memberikan tanggapan tidak setuju. Total skor item pertama sebesar 151. Artinya
dalam hal ini tim auditor selalu dapat mempengaruhi keputusan pelaporan
keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa dan tergolongsangat
tinggi.

Item ke dua : mendapat tanggapan responden adalah 17 (48,57%) orang
responden memberikan tanggapan sangat setuju dan 18 (51,43%) orang responden
menjawab setuju. Skor item ke dua sebesar 157, artinya tim auditor selalu memiliki
umban balik terhadap pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan
Marisa dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

Item ke tiga : mendapat tanggapan responden yaitu; 16 (45,71%) orang
responden sanagt setuju, 18 (51,43%) orang responden memberikan tanggapan
setuju dan 1 (2,86%) orang responden menjawab ragu-ragu. Total skor item ke
tiga adalah 155 dan ini menjelaskan, bahwa pelaporan keuangan instansi
pemerintah desa di Kecamatan Marisa selalu memiliki manfaat prediktif hal ini
masuk dalam kategori sangat tinggi.

Item ke empat : mendapatkan tanggapan responden adalah 21 (60%) orang
responden memberikan tanggapan sangat setuju dan 14 (40%) orang responden

memberikan tanggapan setuju. Total skor pada item ke lima adalah 161 dan hal ini
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melambangkan, bahwa pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan
Marisa harus selalu tepat waktu dan kategorinya kategori sangat tinggi.

Item ke lima : menurut tanggapan responden yaitu : 21 (60%) orang
responden yang menjawab sangat setuju dan 14 (40%) orang responden yang
menjawab setuju. Total skor pada item ini adalah 160, dengan demikian pelaporan
keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa mutlak selalu lengkap dan
masuk dalam kategori sangat tinggi.

Item ke enam : menurut tanggapan responden adalah 11 (31,43%) orang
responden yang menjawab sangat setuju, 22 (62,85)% orang responden yang
menjawab setuju, 1 (2,86%) orang responden yang menjawab ragu-ragu dan 1
(2,86%) orang responden yang menjawab tidak setuju. Total skor pada item ke
enam adalah sebesar 148 dan hal tersebut menggambarkan, bahwa pelaporan
keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa selalu bebas dari
kekeliruan tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Item ke tujuh : Adapun tanggapan responden yakni : 11 (31,43%) orang
responden yang menjawab sanggat setuju, 21 (60%) orang responden yang
menjawab setuju dan 3 (8,57%) orang responden yang menjawab ragu-ragu. Total
skor pada item ke tujuh adalah 148, artinya pelaporan keuangan instansi pemerintah
desa di Kecamatan Marisa selalu bebas dari kesalahan material dan masuk kategori
sangat tinggi.

Item ke delapan : tanggapan responden yakni 13 (37,14%) orang responden
yang menjawab sanggat setuju, 18 (51,43%) orang responden yang menjawab

setuju, 3 8,57%) orang responden yang menjawab ragu-ragu dan 1 (2,86%) orang
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responden yang menjawab tidak setuju. Total skor pada item ke delapan adalah
148, artinya pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa
selalu bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kategori sangat tinggi.

Item ke sembilan : tanggapan responden yakni : 21 (60%) orang responden
yang menjawab sanggat setuju, 12 (34,27%) orang responden yang menjawab
setuju dan 2 (5,71%) orang responden yang menjawab ragu-ragu. Total skor pada
item ke sembilan adalah 159, artinya pelaporan keuangan instansi pemerintah desa
di Kecamatan Marisa selalu memiliki sifat jujur dan tergolong dalam kategori
sangat tinggi.

Item ke sepuluh : tanggapan responden yakni : 21 (60%) orang responden
yang menjawab sanggat setuju, 13 (37,14%) orang responden yang menjawab
setuju dan 1 (86%) orang responden yang menjawab tidak setuju. Total skor pada
item ke sepuluh adalah 159, artinya pelaporan keuangan instansi pemerintah desa
di Kecamatan Marisa selalu dapat diverifikasi dan masuk kategori sangat tinggi.

Item ke sebelas : tanggapan responden yakni : 8 (22,86%) orang responden
yang menjawab sanggat setuju, 18 (51,43%) orang responden yang menjawab
setuju, 8 (22,86%)% orang responden yang menjawab ragu-ragu dan 1 (2,86%)
orang responden yang menjawab tidak setuju. Total skor pada item ke sebelas
adalah 138, artinya pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan
Marisa senantiasa menguntungkan bagi pengguna dan tergolong dalam kategori
tinggi.

Item ke dua belas : tanggapan responden yakni : 14 (40%) orang responden

yang menjawab sanggat setuju, 19 (54,28%) orang responden yang menjawab
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setuju, 1 (2,86%) orang responden yang menjawab ragu-ragu dan 1 (2,86%) orang
responden yang menjawab tidak setuju. Total skor pada item ke dua belas adalah
151, artinya pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa
selalu sesuai kebutuhan serta masuk dalm kategori sangat tinggi.

Item ke tiga belas : tanggapan responden yakni : 11 (31,43%) orang
responden yang menjawab sanggat setuju, 19 (54,28%) orang responden yang
menjawab setuju, 1 (2,86%) orang responden yang menjawab ragu-ragu dan 1
(2,86%) orang responden yang menjawab tidak setuju. Total skor pada item ke tiga
belas adalah 145, artinya pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di
Kecamatan Marisa senantiasa dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya
tegolong tinggi.

Item ke empat belas : tanggapan responden yakni : 11 (28,57%) orang
responden yang menjawab sanggat setuju, 24 (68,57% orang responden yang
menjawab setuju dan 1 (2,86%) orang responden yang menjawab ragu-ragu. Total
skor pada item ke empat belas adalah 149, artinya pelaporan keuangan instansi
pemerintah desa di Kecamatan Marisa selalu dapat dibandingkan secara internal
dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

Item ke lima belas : tanggapan responden yakni 10 (28,57%) orang
responden yang menjawab sanggat setuju, 25 (71,43%) orang responden yang
menjawab setuju. Total skor pada item ke lima belas adalah 150, artinya pelaporan
keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa selalu dapat dibandingkan

secara eksternal dan tergolong sangat tinggi.
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Item ke enam belas : tanggapan responden yakni : 10 (28,57%) orang
responden yang menjawab sanggat setuju, 22 (62,86%) orang responden yang
menjawab setuju dan 3 (8,57%) orang responden yang menjawab ragu-ragu. Total
skor pada item ke enam belas adalah 157, artinya pelaporan keuangan instansi
pemerintah desa di Kecamatan Marisa selalu berguna bagi pemakai atau pihat yang
berkepentingan dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

Item ke tujuh belas : tanggapan responden yakni : 14 (40%) orang responden
yang menjawab sanggat setuju, 20 (57,14%) orang responden yang menjawab
setuju dan 1(2,86%) orang responden yang menjawab ragu-ragu. Total skor pada
item ke tujuh belas adalah 153, artinya pelaporan keuangan instansi pemerintah
desa di Kecamatan Marisa selalu mudah dipahami oleh pengguna serta masuk
kategori sangat tinggi.

Item ke delapan belas : tanggapan responden yakni : 11 (31,43%) orang
responden yang menjawab sanggat setuju, 21 (60%) orang responden yang
menjawab setuju dan 3 (8,57%) orang responden yang menjawab ragu-ragu. Total
skor pada item ke delapan belas adalah 148, artinya pengguna selalu memiliki
kemauan untuk mempelajari informasi keuangan instansi pemerintah desa di

Kecamatan Marisa dan tergolong ke dalam kategori sangat tinggi.

4.4. Hasil Analisis Data
4.4.1. Hasil Uji Validitas
Uji validitas dilakukan dengan metode mencari korelasi antara item

pertanyaan atau pertanyaan dengan total skor. Variabel Aparat Pengawasan Intern
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Pemerintah (APIP) dan kualitas pelaporan keuangan. Total pernyataan atau
pertanyaan yang disebarkan kepada responden adalah pengawasan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (X) sebanyak 10 item pernyataan dan kualitas
pelaporan keuangan (Y) sebanyak 18 item pernyataan jadi total item pernyataan
sebanyak 28. Berikut hasil uji valisditas variabel pengawasan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah adalah sebagai berikut.

Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (X)

Item rhitung | r tabel Sig Ket

X11 0,639 0.334 0,000 Valid
X12 0,624 0.334 0,000 Valid
X13 0,396 0.334 0,018 Valid
X14 0,722 0.334 0,000 Valid
X15 0,771 0.334 0,000 Valid
X16 0,844 0.334 0,000 Valid
X17 0,735 0.334 0,000 Valid
X18 0,770 0.334 0,000 Valid
X19 0,570 0.334 0,000 Valid
X110 0,669 0.334 0,000 Valid

Sumber : Data olahan, 2022

Berdasarkan hasil uji validitas untuk item pernyataan variabel Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (X), semua item pernyataan dalam daftar
kuisioner dinyatakan valid karena nilai r menunjukkan positif atau t hitung > t tabel

sebagaimana yang tampak pada tabel di atas yaitu t tabel sebesar 0,334.
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Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan (Y)
Item rhitung | rtabel | Sig Ket
Y11 0.580 0.334 0,000 Valid
Y12 0,516 0.334 0,002 Valid
Y13 0,564 0.334 0,000 Valid
Y14 0,564 0.334 0,000 Valid
Y15 0,649 0.334 0,000 Valid
Y16 0,571 0.334 0,000 Valid
Y17 0777 0.334 0,000 Valid
Y18 0,693 0.334 0,000 Valid
Y19 0,738 0.334 0,000 Valid
Y110 0,717 0.334 0,000 Valid
Y111 0.575 0.334 0,000 Valid
Y112 0,571 0.334 0,000 Valid
Y113 0,707 0.334 0,018 Valid
Y114 0,772 0.334 0,000 Valid
Y115 0,764 0.334 0,000 Valid
Y116 0,771 0.334 0,000 Valid
Y117 0.735 0.334 0,000 Valid
Y118 0,581 0.334 0,000 Valid

Sumber : Data olahan, 2022

Berdasarkan hasil uji validitas untuk item pernyataan variabel Kualitas

Laporan Keuangan (), semua item dinyatakan valid. Hal ini dapat dibuktikan
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dengan melihat tabel di atas dimana semua nilai r adalah positif, artinya t. hitung >

t. tabel.

4.4.2. Hasil Uji Reliabilitas

a. Variabel Pengawasan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (X)

Hasil Uji Reliabitas Variabel

Tabel 4.14

Pengawasan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (X)

ltem Cronbacgzlgg)dha if Item Ket

X11 0.825 Reliabel
X12 0.826 Reliabel
X13 0.881 Reliabel
X14 0.817 Reliabel
X15 0.811 Reliabel
X16 0.798 Reliabel
X17 0.816 Reliabel
X18 0.815 Reliabel
X19 0.831 Reliabel
X110 0.828 Reliabel

Sumber : Data olahan, 2022

Nilai koefisien alpha untuk variabel pengawasan Aparatur Pengawasan Intern

Pemerintah (X) lebih besar dari 0,6 maka dapat dijelaskan, bahwa instrumen

penelitian tersebut adalah handal dan reliabel.

b. Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan ()
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Tabel 4.15
Hasil Uji Reliabitas Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan (YY)
Item Cronbach’s Alpha if Item Deleted Ket
Yil 0.924 Reliabel
Y12 0.925 Reliabel
Y13 0.924 Reliabel
Y14 0.924 Reliabel
Y15 0.926 Reliabel
Y16 0.925 Reliabel
Y17 0.920 Reliabel
Y18 0.922 Reliabel
Y19 0.923 Reliabel
Y110 0.926 Reliabel
Y111 0.930 Reliabel
Y112 0.929 Reliabel
Y113 0.926 Reliabel
Y114 0.922 Reliabel
Y115 0.923 Reliabel
Y116 0.921 Reliabel
Y117 0.922 Reliabel
Y118 0.927 Reliabel

Sumber : Hasil olah data 2022

Nilai koefisien alpha untuk variabel kualitas pelaporan keuangan (Y) lebih

besar dari 0,6 maka dapat dijelaskan, bahwa instrumen penelitian tersebut handal

dan reliabel.



4.4.3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Tabel 4.16
Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

69

Unstandardized Residual

N 35
Normal Parameters® Mean .0000000

Std. Deviation 3.10552174
Most Extreme Absolute 74
Differences Positive 174

Negative -.076
Kolmogorov-Smirnov Z 1.031
Asymp. Sig. (2-tailed) .238

a. Test distribution is No

rmal.

Sumber : Data olahan, 20

22

Probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikasi 0,238. Nilai ini lebih

besar dari nilai signifikansi 0,05 maka dengan demikian data masuk kategori

terdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedasitas

Scatterplot

Dependent Variable: KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN

Regression Studentized Residual

_3—

T
-2

Sumber : Data olahan

T
-1

T
]

=
1=

Regression Standardized Predicted Value

, 2022
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c. Analisis Regresi Linier Sederhana

Dalam memecahkan permasalahan serta membuktikan hipotesis penelitian,
digunakan metode analisis regresi linier sederhana. Metode analisis regresi
sederhana merupakan metode analsisi untuk menjelaskan besarnya pengaruh
variabel Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap variabel kualitas
pelaporan keuangan pada pemerintah desa di Kecamatan Marisa.

Hasil penelitian yang dianalisis melalui program SPSS sebagaimana yang

tercantung pada tabel koefisien sebagai berikut.

Tabel 4.17
Coefisien
Unstandardized Standardized
Model Coefficients Coefficients T Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 1.270 627 2.026 .051
Pengawasan
APIP .685 140 .649| 4.904 .000

a. Dependent Variabel: Kualitas Pelaporan Keuangan
Sumber : Data olahan, 2022

Berdasarkan hasil olahan data sebagaimana tertera pada tabel coefficiens di
atas, maka diperoleh persamaan regresi linear sederhana : Y = 1,270 + 0,685 + €.
Berangkat dari persamaan regresi linier sederhana tersebut, maka dapat
dideskriptifkan, bahwa nilai konstanta atau nilai tetap sebesar 1,270 mencerminkan
capaian kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah desa di Kecamatan
Marisa tanpa dipengaruhi oleh variabel independen salah satu diantaranya yang
diteliti adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Artinya, jika Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diasumsikan sama dengan nol, maka
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capaian kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah desa di Kecamatan
Marisa sebesar 1,270 point.

Koefisien variabel Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (b) sebesar
= 0,685, menggambarkan besarnya pengaruh variabel Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP). Hal tersebut juga mencerminkan, bahwa apa bila Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ditingkatkan sebesar satu satuan, maka
kualitas pelaporan keuangan ikut meningkat sebesar 0,685 point atau 68,50%.

Sedangkan ekselon (€) merupakan simbol variabel yang dapat
mempengeraruhi kualitas pelaporan keuangan yang tidak diteliti, misalnya;
kemampuan aparat desa, sarana prasanarana, gaya kepemimpinan, lingkungan
kerja, tingkat pendidikan pengelola keuangan, pengalaman kerja dan lain
sebagainya.

Sementara kontribusi variabel Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah desa di
Kecamatan Marisa dapat dilihat pada tabel model summary yaitu koefisien
determinasi ( r?). Hasil analisis data sebagaimana tertera pada tabel olahan data
berikut.

Tabel 4.18
Model Summery

Model R R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate

1 6492 422 404 319

a. Predictors: (Constant), Pengawasan APIP

Sumber : Data olahan, 2022
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Pada tabel di atas, nilai koefisien determinasi(R?) sebesar 0,422. Angka 0,422
ini  menggambarkan bahwa besarnya kontribusi Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) terhadap kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah
desa di Kecamatan Marisa adalah sebesar 42,20%. Koefisien determinansi atau
determinan ini juga menggambarkan besarnya partisipasi Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) di antara variabel lainnya yang berpengaruh terhadap
kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa yaitu
sebesar 42,20%. Sedangkan sisanya sebesar 57,80% dipengaruhi oleh variabel lain
yang tidak diteliti (€) misalnya kemampuan aparat desa, sarana prasanarana, gaya
kepemimpinan, lingkungan kerja, tingkat pendidikan pengelola keuangan,
pengalaman kerja dan lain sebagainya.

4.4.4. Analisis Korelasi dan Uji Signifikan

Untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi (r) antar variabel penelitian
digunakan analisis korelasi, dalam hal ini korelasi anatara Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) dengan kualitas pelaporan keuangan pada instansi
pemerintah desa di Kecamatan Marisa.

Dalam analisis korelasi hasil penelitian, maka diperoleh angka sebagaimana

yang tertera dalam tabel berikut.
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Tabel 4.19
Correlations
Pengawasan Kualitas Pelaporan
APIP Keuangan
APIP Pearson . 1 649™
Correlation
Sig. (1-tailed) .000
N 35 35
Kualitas Pearson o
: : 1
Pelaporan Correlation 649
Keuangan  |sjq. (1-tailed) .000
N 35 35
**_Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Sumber : Data olahan, 2022

Dalam tabel di atas didapatkan nilai korelasi ( r ) = 0,649 antara Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan kualitas pelaporan keuangan dimana
Nilai korelasi ( r) sebesar 0,649 mendeskripsikan, bahwa korelasi atau hubungan
antara pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan kualitas
pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa sebesar 64,90%
merupakan suatu hubungan yang kuat atau erat.

Untuk uji signifikansi atau uji kelayakan hubungan antar variabel penelitian
digunakan uji t. Penelitian yang dilakukan instansi pemerintah desa di Kecamatan
Marisa dengan taraf kesalahan atau taraf signifikan (o) = 0,05 dan tingkat

kebebasan (df) n - 2 yaitu: 35-2 =33.
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Hasil analisis data seperti tertera pada tabel 7 Koefisien Hasil Olahan Data
Program SPSS diperoleh nilai sig. sebesar 0,000. Uji signifikansi menggunakan
taraf kesalahan sebesar 0,05 atau 5%. Artinya, taraf kesalahan 0,05 > sig. sebesar
0,000, dengan demikian HO ditolak dan H1 diterima. Oleh karena itu, hasil
penelitian dapat disimpukan bahwa hubungan atau korelasi ( r ) sebesar 64,90%
antara pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan kualitas
pelaporan keuangan pada instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa adalah

signifikan.

4.5. Pembahasan

Hipotesis penelitian “Penerapan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) berpengaruh pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas
pelaporan keuangan pemerintah desa (Studi penelitian Kantor Desa Sekecamatan
Marisa Kabupaten Pohuwato)” terbukti setelah dilakukan analisis data sebagaimana
pada uraian selanjutnya.

Variabel pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang
mengacu pada juknis Pusdiklatwas BPKP (2009 : 12), yang menjelaskan, bahwa
unsur kegiatan pengendalian yang dapat diterapkan pada berbagai tingkat
organisasi atau semua instansi pemerintah salah satu di antaranya adalah
pemerintah desa meliputi: (1) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang
bersangkutan, (2) Pembinaan sumber daya manusia, (3) Pengendalian atas
pengelolaan sistem informasi, (4) Pengendalian fisik dan aset, (5) Penetapan dan
reviu atas indikator dan ukuran kinerja, (6) Pemisahan fungsi, (7) Otorisasi atas

transaksi dan kejadian yang penting, (8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu
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atas transaksi dan kejadian, (9) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan
pencatatannya dan (10) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern
serta transaksi dan kejadian penting.

Penerapan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada
intansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang terdiri
dari sepuluh (10) indikator di atas terlihat jelas pengaruhnya terhadap kualitas
pelaporan keuangan desa.

Indikator kualitas pelaporan keuangan intansi pemerintah berpedoman pada
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (2011 : 10-12) tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan bahwa karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
memenuhi tujuannya. Oleh karena itu diperlukan prasyarat normatif yang
diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang
dikehendaki antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Hasil olahan data diperoleh nilai koefisien variabel (b) sebesar 0,685 atau
68,50%. Artinya, pengaruh pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) yang terdiri dari sepuluh (10) indikator terhadap kualitas pelaporan
keuangan Pemerintah Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato bersifat
positif sebesar 68,50% dan signfikan.

Sedangkan hubungan antara pengawasan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) dengan kualitas pelaporan keuangan pada Kantor Desa
Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato masuk dalam kategori hubungan yang

erat yaitu sebesar 64,90%. Melalui hasil olahan data primer penelitian, maka dapat
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disimpulkan, bahwa kualitas pelaporan keuangan desa khususnya Kantor Desa
yang ada di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sangat tergantung dari
pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Variabel independen (pengawasan APIP) yang dimuat dalam juknis
Pusdiklatwas BPKP (2009 : 12) terdiri dari sepuluh (10) diharapkan dapat
berdampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah
termasuk (pemerintah desa) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
No. 71 Tahun 2010 (2011 : 10-12) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa
karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu
diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Berangkat dari hasil analisis data peneltian, maka dapat dijelaskan, bahwa
pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terbukti memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi
pemerintah dalam hal ini pemerintah desa Sekecamatan Marisa yang terdiri dari
tujuh (7) desa.

Deskripsi dari ke empat penelitian terdahulu yang dijadikan pembanding
adalah :

1. Risikiyanto Tantu “STIE Ihcsan Pohuwato dengan judul penelitian Analisis
persepsi auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pohuwato. Hasil analisis data adalah
berdasarkan analisis data sebagaimana tertera pada tabel di atas, rata-rata setiap
item indikator kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar 68,17 dan masuk dalam kategori besar.
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Hal tersebut mendeskriptifkan, bahwa kualitas laporan keuangan pada Rumah
Sakit Umum Saerah Kabupaten Pohuwato menurut persepsi auditor internal
masuk dalam kategori baik (efketif).

. Pengaruh kepemimpnan, kapasitas fungsi akuntansi, peran APIP terhadap
kualitas pelaporan keuangan. Model penelitian dan hipotesis telah diuji dengan
model persamaan struktural kuadrat terkecil parsial (SEM PLS) dan dianalisis
dengan menggunakan sofwart smart PLS 3.2.9 dengan 226 sampel yang
diperoleh dari satuan kerja dari BPS di seluruh Indonesia dengan responden
yakni pegawai yang bidangnnya menjalankan fungsi akuntansi atau yang
menyusun pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kepemimpinan dan peran APIP berpengaruh signifikan dan positif terhadap
akuntabilitas, kepemimpinan, kapasitas fungsi akuntansi tidak berpengaruh
terhadap akuntabilitas, kepemimpian, kapasitas fungsi akuntansi. Peran APIP
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan serat
kualitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.
Sumber :(Lusy Oktaviana, Surya Raharja, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
2021. Jurnal APIP terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. UNDIP Bandung.
. Pengaruh Prosedur, Pendidkan, Tekanan dan Anggaran Reviu pada Kualitas
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Penelitian APIP
Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota di Bali). Metode Analisis Regresi Linier
Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur reviu , latar belakan
pendidikan dan anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu

LKPD, tekananwaktu penugasan dan kompleksitas tugas yang tinggi maka
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inspektorat daerah  diharapkan agar mengoptimalkan  pengaturan
penugasanbantara anggaran waktu dan kompleksitas tugas agar risiko penurun
ankualitas reviu rendah. Sumber : Komang Widyarini, dkk, 2016 Jurnal
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana 455-488, 2016 Penerbit Universitas
Udayana Bali.

4. Pengaruh Kode Etik APIP terhadap kinerja auditor pemerintah pada
Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Hasil pengujian hipotesis pertama
menjelaskan integritas tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah.
Pengujian hipotesis kedua, bahwa objektivitas berpengaruh terhadap Kkinerja
auditor pemerintah. Pengujian ketiga, bahwa kerahasiaan tidak berpengaruh
terhadap Kkinerja auditor pemerintah . pengujian keempat. Kompetensi tidak
berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Secara simultan integritas,
kerahasiaan dan kmpetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor
pemerintah pada Inspektorak Provinsi Maluku Utara.

Sumber : Engelita O Kneefel, dkk, 2017 Pengaruh Kode Etik APIP terhadap
kinerja auditor pemerintah pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara, Penerbit

Going Concern, Jurnal Riset Akuntansi 12 (2), 2017, Unsrat Manado.

Melihat deskripsi kesimpulan dari ke empat peneltian terdahulu, maka dapat
diuraikan adalah; (1) Analisis persepsi auditor internal terhadap kualitas laporan
keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pohuwato. Hasil
analisis data adalah berdasarkan analisis data sebagaimana tertera pada tabel di
atas, rata-rata setiap item indikator kualitas laporan keuangan yang dihasilkan

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar 68,17 dan masuk dalam
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kategori besar. Hal tersebut mendeskriptifkan, bahwa kualitas laporan keuangan
pada Rumah Sakit Umum Saerah Kabupaten Pohuwato menurut persepsi auditor
internal masuk dalam kategori baik (efketif). (2) Pengaruh kepemimpnan, kapasitas
fungsi akuntansi, peran APIP terhadap kualitas pelaporan keuangan. Model
penelitian dan hipotesis telah diuji dengan model persamaan struktural kuadrat
terkecil parsial (SEM PLS) dan dianalisis dengan menggunakan sofwart smart PLS
3.2.9 dengan 226 sampel yang diperoleh dari satuan kerja dari BPS di seluruh
Indonesia dengan responden yakni pegawai yang bidangnnya menjalankan fungsi
akuntansi atau yang menyusun pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kepemimpinan dan peran APIP berpengaruh signifikan dan positif terhadap
akuntabilitas, kepemimpinan, kapasitas fungsi akuntansi tidak berpengaruh
terhadap akuntabilitas, kepemimpian, kapasitas fungsi akuntansi. Peran APIP
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan serat
kualitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Dan (3)
Pengaruh Prosedur, Pendidkan, Tekanan dan Anggaran Reviu pada Kualitas Reviu
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Penelitian APIP  Inspektorat
Propinsi/Kabupaten/Kota di Bali). Metode Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil
analisis menunjukkan bahwa prosedur reviu , latar belakan pendidikan dan
anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD, tekananwaktu
penugasan dan kompleksitas tugas yang tinggi maka inspektorat daerah diharapkan
agar mengoptimalkan pengaturan penugasanbantara anggaran waktu dan

kompleksitas tugas agar risiko penurun ankualitas reviu rendah.
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Ketiga hasil penelitian terdahulu se arah dengan hasil penelitian yaitu
pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian terdahulu
dengan judul Pengaruh Kode Etik APIP terhadap kinerja auditor pemerintah pada
Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Hasil pengujian hipotesis pertama menjelaskan
integritas tidak berpengaruh terhadap Kkinerja auditor pemerintah. Pengujian
hipotesis kedua, bahwa objektivitas berpengaruh terhadap Kkinerja auditor
pemerintah. Pengujian ketiga, bahwa kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap
kinerja auditor pemerintah, pengujian keempat. Kompetensi tidak berpengaruh
terhadap kinerja auditor pemerintah. Secara simultan integritas, kerahasiaan dan
kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah pada
Inspektorak Provinsi Maluku Utara tidak se arah dengan hasil penelitian yaitu
pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah desa

sekecamatan Msrisa Kabupaten Pohuwato.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Bertitilk tolak dari hasil analisis data kuantitatif, maka penelitian yang

dilakukan pada instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa dapat disimpulkan

adalah :

1.

Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Instansi
pemerintah desa di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dengan rata-rata
skor sebasar 154,5 dan masuk dalam kategori sangat tinggi

Kualitas pelaporan keuangan pada Instransi pemerintah desa di Kecamatan
Marisa Kabupaten Pohuwato dengan rata-rata skor sama dengan 152,06 dan
tergolong ke dalam kategori sangat tinggi.

Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh positif
sebesar 68,50% dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pada

instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

5.2. Saran-Saran

Berangkat dari hasil analisis data yang telah diuraikan dan kesimpulan

sebelumnya, maka disarankan :

1.

Tim auditor sebagai pelaksana pengawasan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) Kabupaten Pohuwato mempertahankan hasil yang dicapai.
Instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

mempertahankan kualitas pelaporan keuangan yang dicapai.
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Instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tetap
mempertahan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) sebagai tim auditor yang memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan intansi.
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Lampiran 1. Jadwal Penelitian

Kegiatan

Tahun 2021/2022
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Usulan judul
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Okt.

Nop.
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Maret

April

Mei

Penyusunan
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Bimbingan

Ujian Proposal

Revisi Proposal

Pengelolaan Data
& Bimbingan

Ujian Skripsi

Revisi




Lampiran 2. Kuisioner Penelitian

KUISIONER PENELITIAN

Identitas Responden

Nama

Umur

Pendidikan
Pekerjaan/Tupoksi

Lama

mengabdi

Petunjuk Pernyataan

1) Pilih jawaban dari peryataan di bawah ini dengan cara menyilang (X

) subyektif mungkin sesuai dengan keadaan sebenarnya.

2) Jawaban terdiri dari :
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
RR = Ragu-ragu
TS = Tidak Setuju
STS  =Sangat Tidak Setuju

Pernyataan :
2. Variabel Pengawasan APIP (X))

Bobot
Bobot
Bobot
Bobot
Bobot

:5

14
3
22
01

NO

PERNYATAAN

PERSEPSI

SS

S

RR

TS

STS

Tim auditor selalu melakukan reviu atas
Kinerja instansi pemerintah yang

bersangkutan sesuai prosedur yang berlaku.

Tim auditor selalu melakukan pembinaan

sumber daya manusia.

Tim auditor selalu melakukan pengendalian
atas pengelolaan sistem informasi instansi

sesui dengan prosedur yang berlaku.




Tim auditor selalu menekankan pentingnya

pengendalian fisik dan aset instansi.

Tim auditor selalu melakukan penetapan
dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

sesuai prosedur yang berlaku.

Tim auditor menekankan pentingnya

pemisahan fungsi.

Tim auditor selalu melakukan otorisasi atas
transaksi dan kejadian yang penting

instansi.

Tim auditor menekankan pentingnya
pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas

transaksi dan kejadian.

Tim auditor mengedepankan akuntabilitas

terhadap sumber daya dan pencatatannya.

10

Tim auditor selalu menekankan pentingnya
dokumentasi yang baik atas sistem
pengendalian intern serta transaksi dan

kejadian penting.

2. Kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa ()

A. Dimeni Relevansi

No PERNYATAAN PERSEPS!
SS R TS | TS

1. | Tim auditor dapat mempengaruhi keputusan

pelaporan keuangan instansi.
2. | Tim auditor memiliki umban balik pelaporan

keuangan instansi.
3 | Pelaporan keuangan instansi memiliki manfaat

prediktif




4 | Pelaporan keuangan instansi harus tepat waktu
5 | Pelaporan keuangan instansi mutlak lengkap
6 | Pelaporan keuangan instansi bebas dari

kekeliruan

B. Dimensi Andal

PERSEPSI
NO PERNYATAAN ss | s |rr| TS | sTS
1. | Pelaporan keuangan instansi bebas dari
kesalahan material
2. | Pelaporan keuangan instansi bebas dari
pengertian yang menyesatkan
3. | Pelaporan keuangan instansi memiliki sifat
jujur
4. | Pelaporan keuangan instansi dapat diverifikasi
5. | Pelaporan keuangan instansi menguntungkan
bagi pengguna
6 | Pelaporan keuangan instansi Sesuai kebutuhan
C. Dimensi Dapat dibandingkan
PERSEPSI
NO PERNYATAAN ss s |RR| TS |STS
1. | Pelaporan keuangan instansi dapat
dibandingkan dengan periode sebelumnya
2 | Pelaporan keuangan instansi dapat
dibandingkan secara internal
3 | Pelaporan keuangan instansi dapat
dibandingkan secara eksternal
4 | Pelaporan keuangan instansi berguna bagi
pemakai atau pihat yang berkepentingan




D. Dimensi Dapat Dipahami

No PERNYATAAN

PERSEPSI

SS

RR

TS

STS

1. | Pelaporan keuangan instansi mudah dipahami
oleh pengguna

2. | Pengguna memiliki kemauan untuk
mempelajari informasi keuangan keuangan

instansi

= = = Atas Parttisipasi Dan Kerja Samanya Diucapkan Terima Kasih = =




Lampiran 3. Tabulasi T. Responden terhadap Variabel Pengawasan APIP
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Lampiran 4. Tabulasi T. Responden terhadap Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan (Y)
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Lampiran 5. Hasil Olahan Data

Uji Validitas
Variabel Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (X)

Item rhitung |  r tabel Sig Ket

X1 0639 | 0334 | 0,000 Valid
X12 0,624 0.334 0,000 Valid
X13 0,396 0.334 0,018 Valid
X14 0,722 0.334 0,000 Valid
X15 0,771 0.334 0,000 Valid
X16 0,844 0.334 0,000 Valid
X17 0,735 0.334 0,000 Valid
X18 0,770 0.334 0,000 Valid
X19 0,570 0.334 0,000 Valid
X110 0,669 0.334 0,000 Valid




Uji Validitas Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan (Y)

Item rhitung |  r tabel Sig Ket
Vil 0580 | osaa | 0000 Valid
Y12 0,516 0.334 0,002 Valid
Y13 0,564 0.334 0,000 Valid
Y14 0,564 0.334 0,000 Valid
Y15 0,649 0.334 0,000 Valid
Y16 0,571 0.334 0,000 Valid
Y17 0777 0334 | 0,000 Valid
Y18 0,693 0.334 0,000 Valid
Y19 0,738 0.334 0,000 Valid
Y110 0,717 0.334 0,000 Valid
Y111 0575 | o34 | 0000 Valid
Y112 0,571 0.334 0,000 Valid
Y113 0,707 0.334 0,018 Valid
Y114 0,772 0.334 0,000 Valid
Y115 0,764 0.334 0,000 Valid
Y116 0,771 0.334 0,000 Valid
Y117 0,735 0.334 0,000 Valid
Y118 0,581 0.334 0,000 Valid




Uji Reliabitas Variabel

Pengawasan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (X)

Item Cronbach's Alpha if Item Deleted Ket

X11 0.825 Reliabel
X12 0.826 Reliabel
X13 0.881 Reliabel
X14 0.817 Reliabel
X15 0.811 Reliabel
X16 0.798 Reliabel
X17 0.816 Reliabel
X18 0.815 Reliabel
X19 0.831 Reliabel
X110 0.828 Reliabel




Uji Reliabitas Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan (Y)

Item Cronbach's Alpha if Item Deleted Ket

Y11 0.924 Reliabel
Y12 0.925 Reliabel
Y13 0.924 Reliabel
Y14 0.924 Reliabel
Y15 0.926 Reliabel
Y16 0.925 Reliabel
Y17 0.920 Reliabel
Y18 0.922 Reliabel
Y19 0.923 Reliabel
Y110 0.926 Reliabel
Y111 0.930 Reliabel
Y112 0.929 Reliabel
Y113 0.926 Reliabel
Y114 0.922 Reliabel
Y115 0.923 Reliabel
Y116 0.921 Reliabel
Y117 0.922 Reliabel
Y118 0.927 Reliabel




Heteroskedasitas

Scatterplot

Dependent Variable: KUALITAS PELAPORAN KEUAMNGANMN
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Coefisien
Unstandardized Standardized
Model Coefficients Coefficients T Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 1.270 .627 2.026 .051
Pengawasan
APIP .685 140 .649| 4.904 .000

a. Dependent Variabel: Kualitas Pelaporan Keuangan

Model Summery

Model

R R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate

1

6492 422 404

319

a. Predictors: (Constant), Pengawasan APIP




Correlations

Pengawasan Kualitas Pelaporan
APIP Keuangan
APIP Pearson -
Correlation L 649
Sig. (1-tailed) .000
N 35 35
Kualitas Pearson .
. .64 1
Pelaporan Correlation 649
Keuangan Sig. (1-tailed) .000
N 35 35

**_Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
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